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AÌBSTRAÌK 

Citraì Nurhaìlizaì, (2025): TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA DI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT 

TRIPERKASA TUNGGAL ABADI (STUDI 

PUTUSAN 29/PDT.SUS-PHI/2023 PBR)  

Tujuaìn penelitiaìn ini aìdaìlaìh untuk mengetaìhui tinjauan yuridis pemutusaìn 

hubungaìn kerjaì di perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn daìmpaìk daìri pemutusan hubungan kerja ì, kaìrenaì ditemukaìn 

perihaìl aìdaìnya ì pemutusaìn hubungaìn kerjaì sepihaìk berdaìsaìrkaìn Putusaìn Nomor 

29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr taìnpaì melaìlui proses yaìng diaìmaìnaìtkaìn oleh 

Undaìng-Undaìng Republik Indonesiaì Nomor 13 Taìhun 2003 Tentaìng 

ketenaìgaìkerjaìaìn. 

Jenis penelitiaìn ini aìdaìlaìh normaìtif yaìng bersifaìt deskriptif, pendekaìtaìn 

ya ìng digunaìkaìn aìdaìlaìh Perundaìng-Undaìngaìn AÌpproaìch. Lokaìsi penelitiaìnnyaì di 

berbaìgaìi perpustaìkaìaìn daìn melaìlui mediaì internet. Daìtaì yaìng didaìpaìtkaìn daìri 

sumber perpustaìkaìaìn maìupun melaìlui mediaì internet. Sumber daìtaì yaìng 

digunaìkaìn aìdaìlaìh daìtaì sekunder. Teknik pengumpulaìn daìtaì aìdaìlaìh studi pustaìkaì. 

AÌnaìlisis penelitiaìn daìtaì ini aìdaìlaìh aìnaìlisis secaìraì deskriptif daìn preskriptif 

dengaìn pengaìmbilaìn kesimpulaìn deduktif. 

Daìri penelitiaìn didaìpaìt kesimpulaìn baìhwaì mekaìnisme pemutusaìn 

hubungaìn kerjaì di perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit Triperkaìsaì Tunggaìl AÌbaìdi 

berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn ya ìitu dilaìkukaìn secaìraì sepihaìk 

dimulaìi dengaìn pemberhentiaìn secaìraì Lisaìn kepaìdaì PKWTT yaìng lebih daìri 

maìsaì percobaìaìn 3 bulaìn, taìnpaì melaìlui perundingaìn (Bipaìrtit) aìntaìraì pengusaìhaì 

daìn serikaìt pekerjaì/serikaìt buruh aìtaìu laìngsung kepaìdaì pekerjaì ya ìng tidaìk 

menjaìdi aìnggotaì serikaìt pekerjaì/serikaìt buruh, taìnpaì melaìlui mediaìsi (tripaìrtit) 

daìri mediaìtor Dinaìs Ketenaìgaìkerjaìaìn, taìnpaì melaìlui Putusaìn Pengaìdilaìn 

Hubungaìn Industriaìl, taìnpaì aìlaìsaìn yaìng saìh menurut Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn, daìn tidaìk membaìya ìr haìk-haìk pekerjaì setelaìh terjaìdinyaì 

pemutusaìn hubungaìn kerjaì. Sertaì daìmpaìk daìri pemutusaìn hubungaìn kerjaì ya ìng 

dilaìkukaìn Perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit Triperkaìsaì Tunggaìl AÌbaìdi yaìitu berdaìmpaìk 

besaìr paìdaì kesejaìhteraìaìn sosiaìl, psikologis, daìn ekonomi kaìrya ìwaìn. Secaìraì 

ekonomi, pekerjaì kehilaìngaìn sumber pendaìpaìtaìn utaìmaì yaìng memengaìruhi 

kemaìmpuaìn merekaì untuk memenuhi kebutuhaìn. Secaìraì psikologis, PHK 

mengaìkibaìtkaìn stres, kecemaìsaìn, daìn penurunaìn haìrgaì diri, yaìng semuaìnya ì 

daìpaìt menyebaìbkaìn maìsaìlaìh kesehaìtaìn mentaìl. Berkuraìngnya ì keterlibaìtaìn sosiaìl 

daìn penurunaìn staìtus sosiaìl daìlaìm maìsyaìraìkaìt merupaìkaìn indikaìtor lebih laìnjut 

daìri daìmpaìk sosiaìl tersebut. 

 

Ka ìtaì Kunci: Meka ìnisme, Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì, Ketenaìgaìkerjaìaìn
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan manusia pada dasarnya senantiasa berubah seiring dengan 

perubahan situasi dan kondisi kehidupan. Dipicu oleh hasrat keingintahuan untuk 

memahami realitas kehidupan di sekelilingnya serta semangat untuk memenuhi 

kebutuhannya yang terus berubah, manusia mau tidak mau harus mengembangkan 

ilmu pengetahuannya.
1 

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya 

sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa Latin disebut sebagai scientia iuris. Kata 

iuris merupakan bentuk plural dari kata ius yang artinya dalam bahasa Indonesia 

hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari 

kata ius itulah kemudian muncul istilah iustitia yang memang artinya keadilan. Di 

samping ius, dalam bahasa Latin terdapat kata lex yang arti nya dalam bahasa 

Indonesia undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur 

ketertiban masyarakat. Lalu, mengapa homas Aquinas menyebut macam-macam 

hukum yang ia kemukakan dengan Lex Aeterna, Lex Divina, Lex Naturalis, dan 

Lex Humana, bukan Ius Aeterna dan lain-lain? Ternyata homas Aquinas da lam 

buku nya Summa heologica memang mengartikannya sebagai seperangkat aturan 

sehingga lebih sesuai dengan istilah lex daripada ius.
2 

                                                           
1
 Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h.2. 
2
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2008), 

h.21-22. 
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Hukum itu sendiri bukanlah sekadar kumpulan atau penjumlahan 

peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting nya suatu 

peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-

peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan 

tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem 

hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai 

interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan 

tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis 

seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.
3
 

Hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, 

Italia “Dirito”, Prancis “Droit” bermakna aturan. Terminology menurut black’s 

law dictionary hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak 

atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai 

kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan 

diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.
4
 

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Hukum 

Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata). Hukum Publik merupakan ketentuan-

ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum Privaat (hukum Perdata) 

adalah ketentuan ketentuan hukum yang bersifat keperdataan.
5
 Menurut Prof. Mr. 

E.M. Mejers, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak yang 

                                                           
3
 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), h.17. 

4
 La Ode Muhram, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Dkk, Pengantar Hukum 

Indonesia, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h.14. 
5
 Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Medan: Bina Media Perintis, 

2019), h..47. 
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diberikan kepada perorangan (individu), yang diserahkan sepenuhnya untuk 

menetapkan kepada mereka, apabila ia akan mempergunakan hak hak itu, 

sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.
6
 

Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat 

memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik 

pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Pekerjaan 

yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas modal dan tanggungjawab 

sendiri sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung 

pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya karena pekerja/buruh 

harus tunduk dan patuh kepada majikan.
7
 

Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang 

berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketengakerjaan adalah segala hal 

yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah 

masa kerja.
8
 Para pihak yang terlibat dalam suatu pejanjian kerja adalah para 

pihak yang juga terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Para pihak dalam hukum 

ketenagakerjaan sangat luas, tidak hanya melibatkan buruh/pekerja dengan 

majikan/pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dalam hubungan 

industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan 

barang atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah 

                                                           
6
 Muhammad Shoim, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, (Semarang: Rafi Sarana 

Perkasa, 2022), h.10. 
7
 Parlin Dony Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Hendrik Ruben Gelong, Dkk, Hukum 

Ketenagakerjaan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), h.14. 
8
 Ibid., h.62. 
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buruh/pekerja, Pengusaha/pemberi kerja, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi 

pengusaha dan pemerintah/penguasa.
9
 

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Untuk memenuhi biaya hidup orang perlu bekerja. Bekerja dapat 

dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja pada orang lain 

dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai 

pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja. 

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan 

masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut 

adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai 

pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan 

dikembangkan daya gunanya.
10

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, bahwa:
11

 

Pasal 1 

(2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 

Definisi hubungan kerja menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa:
12

 

                                                           
9
 Ibid., h.62. 

10
 Muhammad Regen Pohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan”, dalam Merdeka Law Journal, Volume 

1, Nomor 2, (2020), h.2. 
11

 Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2). 
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Pasal 1 

(15) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas perjanjian kerja merupakan 

dasar dari lahirnya hubungan kerja. Perjanjian kerja bersifat individual karena 

perjanjian kerja hanya mengikat pihak pengusaha dan pihak pekerja sebagai 

individu perseorangan. Oleh karenanya istilah perjanjian kerja dikenal juga 

dengan istilah "perjanjian kerja individual" (individual working agreement). 

Perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu (disebut juga sebagai 

"perjanjian kerja waktu tertentu" atau "PKWT") atau untuk waktu tidak tertentu 

(disebut juga sebagai "perjanjian kerja waktu tidak tertentu" atau "PKWTT"). 

Dalam praktek, pekerja dalam hubungan kerja PKWT sering disebut sebagai 

"pekerja kontrak" atau "karyawan kontrak", sedangkan pekerja dalam hubungan 

kerja PKWTT sering disebut sebagai "pekerja tetap" atau "karyawan tetap",
13

 

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja jika isi perjanjian 

tersebut minimal telah mengatur tiga unsur, yakni adanya pekerjaan, upah, dan 

perintah. Unsur pekerjaan menunjuk pada apa yang harus dikerjakan. Hal ini 

biasanya ditunjukkan oleh adanya jabatan atau pekerjaan (job title) yang 

diberikan, misalnya operator mesin, staff marketing, supervisor produksi, manager 

keuangan, dan lain-lain. Unsur upah ditunjukkan oleh berapa besarnya upah yang 

                                                                                                                                                               
12

 Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (15). 
13

 Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2012), h.4. 
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diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan setiap periodenya. Sedangkan 

unsur perintah biasanya ditunjukkan oleh adanya uraian jabatan (job description), 

kewajiban mematuhi tata tertib, dan lain sebagainya.
14

 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (14) memberikan 

definisi tentang perjanjian kerja, bahwa:
15

 

Pasal 1 

(14) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja menyatakan 

bahwa: “perjanjian kerja dapat berakhir jika Pekerja meninggal dunia, jangka 

waktu kontrak kerja telah berakhir, selesainya suatu Pekerjaan tertentu, terdapat 

putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau 

kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama yang dapat menyebabkan 

berakhirnya hubungan kerja”. Dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa seseorang 

akan di PHK juga berdasarkan putusan hakim dalam putusan pengadilan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 

                                                           
14

 Ibid., h.4-5. 
15

 Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (14). 
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mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya PHΚ tidak boleh dilakukan jika 

Pekerja tidak melakukan kesalahan.
16

 

Umar Kasim mengatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga 

kerja dapat menyebabkan pekerja/buruh kehilangan mata pencarian yang menjadi 

permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk 

menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja, seharusnya tidak ada 

pemutusan hubungan kerja. Akan Tetapi dalam kenyataan membuktikan 

pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya.
17

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, bahwa: 

Pasal 1 

(25) Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Berdasarkan pendapat Manulang, Istilah pemutusan hubungan kerja dapat 

menggunakan beberapa pengertian:
18

 

1. Termination. Putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya 

kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak 

terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, berakibat 

karyawan harus meninggalkan pekerjaannya. 

2. Dismissal. Putusnya hubungan kerja disebabkan karyawan melakukan 

tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. 

                                                           
16

 Giofani Omega Damar, Ronny A. Maramis, dan Maarthen Y. Tampanguma, “Proses 

Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Yang Melakukan Kesalahan”, dalam Jurnal Fakultas 

Hukum Lex Privatum, Volume 13., Nomor 1., (2024), h.3. 
17

 Agus Wijaya, Solechan dan Suhartoyo, “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan 

Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang 

Cipta Kerja”, dalam Diponegoro Law Journal, Volume.11., Nomor.2., (2022), h.3. 
18

 Parlin Dony Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Hendrik Ruben Gelong, Dkk, op.cit., 

h.76-77. 
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3. Redundancy. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan 

pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, 

seperti penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau 

dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini juga 

berdampak pengurangan tenaga kerja. 

4. Retrenchment. Retrenchment is an unfortunate aspect of modern day life 

and business. The fundamental definition of what retrenchment is is when 

a company or organization determines that it needs to reduce the number 

of people in its employ in order to match or meet operational 

requirements. Pemutusan hubungan kerja dikaitkan dengan masalah-

masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak 

mampu memberikan upah kepada karyawannya 

 

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, secara yuridis 

memiliki prinsip kebebasan di mana negara sebagai organ yang menjamin 

kesejahteraan rakyat tidak mengizinkan terjadinya perlakuan tidak adil kepada 

pekerja/buruh. Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tidak boleh dilakukan secara 

sepihak dan harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu, kemudian 

apabila hasil dari perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, maka 

pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah 

memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial.
19

 

Pengusaha dan pekerja membutuhkan payung hukum demi terciptanya 

perlindungan dan kepastian hukum dalam dunia kerja maka diperlukan adanya 

upaya perlindungan hukum dari pemerintah untuk tetap menjamin keadilan bagi 

pengusaha dan para pekerja. Yang mana dalam setiap tindakan yang dilakukan 

perusahaan dalam hal ini PHK harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan 

syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hukum melindungi 

kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu kewenangan atau 

                                                           
19

 Agus Wijaya, Solechan dan Suhartoyo, op.cit., h.3. 
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kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pengalokasian dilakukan secara terukur, dalam pengertian ditentukan keluasan 

dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang tergolong sebagai hak. 

Oleh karena itu, tidak setiap kewenangan dalam masyarakat itu dapat disebut hak 

melainkan hanya kewenangan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang.
20

 

Tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan di 

dalam pembangunan serta melindungi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. Dalam hal ini Perlindungan terhadap tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan 

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi pekerja maupun pemberi kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha. Dalam rangkah untuk mewujudkan perekonomian dan 

kesejahteraan pekerja/buruh serta atas dasar tuntutan perkembangan zaman maka 

diperlukannya regulasi terhadap undang undang di bidang ketenagakerjaan yang 

dipandang sudah tidak mengokomodir dengan kebutuhan dan tuntutan 

perkembangan zaman.
21

 

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan 

Indonesia merdeka. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen 

perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Melalui hukum, negara 

                                                           
20

 Ibid., h.3. 
21
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berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang 

dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman 

dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah, sehingga tercipta keadilan 

dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.
22

 

Pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

dengan beberapa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 

35 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Dinamika hubungan industrial di Indonesia terus mengalami 

perkembangan sejalan dengan bertumbuhnya sektor ekonomi, khususnya pada 

industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penggerak utama 

perekonomian di Provinsi Riau. Dalam konteks ini, PT Triperkasa Tunggal Abadi 

Pekanbaru sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terkemuka di wilayah 

tersebut tidak luput dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan, terutama 

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang menimbulkan 

implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat. 

Di lingkungan kerja PT Tri Perkasa Tunggal Abadi terdapat pula praktik 

perjanjian kerja secara lisan yang lazim terjadi terutama pada proses perekrutan 

tenaga kerja harian atau tenaga kerja tidak tetap. Perjanjian kerja secara lisan ini 

                                                           
22

 Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Malang:Literasi 

Nusantara, 2020), h.17. 
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terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan karyawan, 

yang dilakukan melalui komunikasi langsung tanpa dokumen tertulis yang 

mengikat. Meskipun demikian, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum 

selama memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni adanya kesepakatan, kemampuan para 

pihak, pekerjaan yang diperjanjikan, serta upah.
23

 

Dalam praktiknya, perusahaan akan menyampaikan secara langsung 

kepada karyawan mengenai rincian pekerjaan yang akan dilakukan, jam kerja, 

sistem upah harian atau borongan, serta tata tertib kerja yang berlaku di 

lingkungan kebun maupun pabrik. karyawan, setelah menyetujui penawaran 

tersebut, akan mulai bekerja sesuai instruksi perusahaan, dan dengan demikian, 

hubungan kerja secara hukum dianggap telah terjadi. Karyawan yang 

dipekerjakan secara lisan ini umumnya melaksanakan tugas-tugas operasional 

lapangan, seperti pemanenan Tandan Buah Segar (TBS), perawatan tanaman, dan 

aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan budidaya kelapa 

sawit.
24

 

Dalam praktiknya di PT Triperkasa Tunggal Abadi Pekanbaru, terdapat 

indikasi pelaksanaan PHK sepihak yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor 

perkebunan kelapa sawit, fluktuasi harga komoditas global dan kondisi pasar yang 

tidak stabil seringkali menjadi alasan efisiensi yang berujung pada pengurangan 

                                                           
23

 Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/2023/PN Pbr, diakses dari 

Sistem Infomasi Penelurusan Perkara (SIPP) Pengandilan Negeri Pekanabaru, https://sipp.pn-

pekanbaru.go.id/detil_perkara, diakses Pada 4 Maret 2025. 
24

 Ibid. 
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tenaga kerja. Namun demikian, pelaksanaan PHK harus tetap memperhatikan 

prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, 

termasuk hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja setelah diberhentikan. 

Kasus PHK sepihak di PT Triperkasa Tunggal Abadi Pekanbaru menjadi 

menarik untuk diteliti mengingat kompleksitas hubungan industrial di sektor 

perkebunan kelapa sawit yang melibatkan beragam status pekerja, mulai dari 

karyawan tetap, kontrak, hingga buruh harian lepas. Jika dilihat dari total 

karyawan perkebunan biasa, jumlah karyawan pada saat itu 40 orang dan yang 

terkena PHK tersebut 4 orang. 

Dari fenomena diatas, pemutusan hubungan kerja sangat tidak diharapkan 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan didalam Pasal 151 ayat (1), bahwa “Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”.
25

 

Larangan PHK Sepihak dalam Undang-Undang Aturan dalam melakukan 

PHK terhadap pekerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 

Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Perusahaan tidak 

boleh melakukan (pemutusan hubungan kerja)  PHK  secara sepihak, melainkan 

harus adanya perundingan terlebih dahulu. Jika perundingan yang dilakukan 

belum juga menghasilkan kesepakatan, perusahaan hanya dapat memutuskan 

hubungan kerja dengan pekerja setelah adanya penetapan dari lembaga 

penyelesaian hubungan industrial. Perusahaan atau pengusaha yang melakukan 

                                                           
25

 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (1). 
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(pemutusan hubungan kerja) PHK sepihak tanpa mengikuti ketentuan hukum 

yang berlaku, wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 43 UU Cipta Kerja yang memuat baru 

Pasal 153 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dilarang undang-undang 

dinyatakan batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali 

pekerja yang bersangkutan.
26

 

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas 

antara banyaknya fenomena pemutusan hubungan kerja yang terjadi di 

Perusahaan Tri Perkasa Tunggal Abadi yang membuat peran pemerintah 

dalam meciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran 

menjadi terhambat. Maka penulis menyimpulkan dengan masalah ” 

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI 

PERUSAHAAN KELAPA SAWIT TRIPERKASA TUNGGAL ABADI 

(STUDI PUTUSAN 29/PDT.SUS-PHI/2023 PBR) ”. 

B. Baìtaìsaìn Maìsaìlaìh 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, tersusun 

sistematis dan terarah maka penulis membatasi hanya meneliti tentang mekanisme 

pemutusan hubungan kerja di perusahaan kelapa sawit triperkasa tunggal abadi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja di perusahaan kelapa 

sawit Triperkasa Tunggal Abadi berdasarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan? 
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2. Bagaimana dampak dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 

Perusahaan kelapa sawit Triperkasa Tunggal Abadi? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui mekanime pemutusan hubungan kerja di 

perusahaan kelapa sawit Triperkasa Tunggal Abadi berdasarkan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2) Untuk mengetahui dampak dari pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan Perusahaan kelapa sawit Triperkasa Tunggal Abadi. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

dalam menambah wawasan bagi dunia akademisi dan msyarakat serta 

sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, dan dapat 

menambah tentang kajian Hukum Ketengakerjaan, khususnya berkaitan 

dengan mekanisme pemutusan hubungan kerja di perusahaan kelapa sawit 

Triperkasa Tunggal Abadi. 

b. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

mekanisme pemutusan hubungan kerja di perusahaan kelapa sawit 
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Triperkasa Tunggal Abadi berdasarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dampak dari mekanisme pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kelapa sawit Triperkasa 

Tunggal Abadi. 

c. Secara Akademis 

1) Bagi peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, 

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi 

pembaca yang ingin mengetahui tentang mekanisme dan dampak 

dari mekanisme pemutusan hubungan kerja di perusahaan kelapa 

sawit Triperkasa Tunggal Abadi berdasarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Hukum Perdata 

Sistem hukum perdata di Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, 

khususnya Burgerlijk Recht yang berlandaskan Burgerlijk Wetboek (B.W). Konsep 

bahasa Inggris dari hukum perdata dikenal sebagai "hukum privat dapat dianggap 

sinonim dengan privaat recht. Pengertian hukum privat yang terdapat dalam 

Black's Law Dictionar yaitu cabang hukum yang mendefinisikan, mengatur, 

menegakkan, dan mengatur hubungan antara orang, organisasi, dan bisnis. L.J. 

Van Apeldorn mengatakan bahwa hukum perdata mengacu pada norma hukum 

yang mengatur kepentingan seseorang dan dilaksanakan atas kebijaksanaan pihak 

yang berkepentingan. Sementara E.M. Mejers dalam Komariah menjelaskan 

bahwa Hukum perdata mengatur hak-hak yang diberikan kepada individu, dan 

menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk memutuskan apakah akan 

menggunakan hak-hak tersebut atau tidak dengan tetap mempertimbangkan 

kepentingan terbaik mereka sendiri. Pendapat lainnya dari Masjchoen Sofwan 

menjelaskan bahwa Hukum Perdata mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-

kewajiban hukum yang timbul antara perorangan.
27

 

Menurut Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan 

yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, 

                                                           
27

 Dede Mirza, Ridwan Malik, Rizky Wisudawan Katjong, dan Dkk, Hukum Perdata 

Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.2-3. 
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seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan. Sedangkan hukum publik 

memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan.
28

 

Adapun menurut Subekti, perkataan 'hukum perdata" mengandung dua 

istilah, yaitu: Pertama, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum 

”privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-

kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti 

luas ini adalah hukum dagang. Kedua, hukum perdata dalam arti sempit, dipakai 

sebagai lawan dari "hukum dagang".
29

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam hukum 

perdata, yaitu:
30

 

1) Adanya kaidah hukum, yaitu: (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-

undangan, traktat, dan yurisprudensi; dan (2) tidak tertulis yang timbul, 

tumbuh, dan berkembang dalam pra-ktik kehidupan masyarakat 

(kebiasaan), 

2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek 

hukum lainnya; dan 

3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, 

hukum keluarga, hukum benda, dan sebagai-пуa. 

 

Subtansi yang diatur dalam Hukum Perdata antara lain, yaitu:
31

 

1) Hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum 

tentang orang dan hukum keluarga. 

2) Pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan 

menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. 

                                                           
28

 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 

h.5. 
29

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1978), h.9. 
30

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2008), h.11. 
31

 Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, dan Dkk, Hukum Perdata, 

(Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h.20. 
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Hukum perdata terbagi dalam dua kelompok yaitu hukum perdata dalam 

arti sempit dan dalam arti luas, bahwa:
32

 

a. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan 

yang terdapat dalam KUH Per, yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda 

(Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum 

Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa. 

b. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang 

terdapat dalam KUH Per, KUHD beserta peraturan undang-undang 

tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, 

dan Hukum Perburuhan). 

Menurut Apeldoorn, kepentingan yang daiatur oleh hukum dapat berupa 

dua, yaitu kepentingan umum atau kepentingan publik dan kepentingan khusus 

atau kepentingan perdata. Sepanjang peraturan hukum mengatur kepentingan 

umum atau kepentingan khusus peraturan-peraturan itu kita bagi dalam Hukum 

Publik dan Hukum Perdata. Menurutnya, hubungan antara Hukum Publik 

terhadap Hukum Perdata adalah hubungan antara Hukum Khusus atau Hukum 

Perkecualian terhadap Hukum Umum. Hukum Publik merupakan perkecualian 

atas Hukum Perdata apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara 

kepentingan umum dengan sepatutnya. Menurut Apeldoorn, jika kepentingan 

umum dan kepentingan khusus tak dapat dipisahkan dengan tajam, itu belum 

berarti bahwa ia tak tak dapat dipakai sebagai kriterium untuk mengadakan 

                                                           
32

 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 

2015), h.8. 
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perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Perdata. Tetapi adalah benar, bahwa 

antara Hukum Publik dan Hukum Perdata tak dapat ditarik batas yang tajam.
33

 

Sumber Hukum Perdata merujuk pada asal usul dan lokasi di mana 

Hukum Perdata ditemukan. Asal usul menyoroti sejarah dan pembentukan Hukum 

Perdata, sementara "tempat" menunjukkan di mana rumusan hukum tersebut dapat 

ditemukan dan dibaca. Sejarah pembentukan Hukum Perdata Indonesia mencakup 

Burgerlijk Wetboek (B.W) yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

Menurut Pasal 1874 KUHPerdata, B.W tetap berlaku sepanjang belum diganti 

oleh undang-undang baru sesuai dengan UUD NRI 1945. Pembentukan undang-

undang berdasarkan UUD NRI 1945 menyatakan keberlakuan B.W dan disebut 

sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sumber hukum 

mencakup berbagai elemen penting, termasuk sejarah asalnya dan proses 

pembentukannya.
34

 

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan 

yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan 

sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu:
35

 

1) Sumber Hukum Maìteriil 

Sumber Hukum Maìteriil aìdaìlaìh tempaìt daìri maìnaì maìteri hukum itu 

diaìmbil. Sumber daìlaìm aìrti maìteriil aìdaìlaìh sumber daìlaìm aìrti "tempaìt" 

aìdaìlaìh Staìaìtsblaìd (Stbl) aìtaìu Lembaìraìn Negaìraì di maìnaì dirumusaìn ketentuaìn 

undaìng-undaìng Hukum Perdaìtaì daìpaìt dibaìcaì oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-

23 memuaìt B.W, L.N. 1974-1 memuaìt Undaìng-Undaìng Perkaìwinaìn. 

                                                           
33

 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.183-

189. 
34

 Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, dan Dkk, Hukum Perdata, (Serang-Banten: 

Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.12. 
35

Mahlil Adriaman, Novia Syahruni, Fitra, dan Dkk, Hukum Perdata, (Padang: Gita 

Lentera, 2024), h.14-15. 
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Keputusaìn Haìkim (yurisprudensi) jugaì termaìsuk sumber daìlaìm aìrti tempaìt di 

maìnaì Hukum Perdaìtaì yaìng dibentuk haìkim daìpaìt dibaìcaì, sehinggaì sumber 

daìlaìm aìrti tempaìt disebut sumber daìlaìm aìrti maìteriil. 

2) Sumber Hukum Formaìl 

Sumber Hukum Formaìl merupaìkaìn tempaìt memperoleh kekuaìtaìn 

hukum. Ini berkaìitaìn dengaìn bentuk aìtaìu caìraì yaìng menyebaìbkaìn peraìturaìn 

hukum formaìl itu berlaìku. Vollmaìr membaìgi sumber Hukum Perdaìtaì menjaìdi 

4 (empaìt) maìcaìm, yaìitu: KUH Perdaìtaì, Traìktaìt, Yurisprudensi daìn Kebiaìsaìaìn. 

Traìktaìt aìdaìlaìh suaìtu perjaìnjiaìn yaìng dibuaìt aìntaìraì duaì Negaìraì aìtaìu lebih 

daìlaìm bidaìng keperdaìtaìaìn. Terutaìmaì eraìt kaìitaìnnyaì dengaìn perjaìnjiaìn 

internaìsionaìl. Contohnyaì, perjaìnjiaìn baìgi haìsil yaìng dibuaìt aìntaìraì pemerintaìh 

Indonesiaì dengaìn PT Freeport Indonesiaì. Yurisprudensi aìtaìu putusaìn 

pengaìdilaìn merupaìkaìn produk yudikaìtif, yaìng berisi kaìidaìh aìtaìu peraìturaìn 

hukum yaìng mengikaìt pihaìk-pihaìk yaìng berperkaìraì terutaìmaì daìlaìm perkaìraì 

perdaìtaì. Contohnyaì, tentaìng pengertiaìn perbuaìtaìn melaìwaìn hukum, dengaìn 

aìdaìnyaì putusaìn tersebut maìkaì pengertiaìn melaìwaìn hukum tidaìk mengaìnut 

aìrti luaìs. Putusaìn tersebut dijaìdikaìn pedomaìn oleh paìraì haìkim di Indonesiaì 

daìlaìm memutuskaìn sengketaì perbuaìtaìn melaìwaìn hukum. 

 

Berdaìsaìrkaìn sistemaìtikaì hukum perdaìtaì, aìdaìnyaì pembaìgiaìn Hukum 

Perdaìtaì Berdaìsaìrkaìn Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì, yaìitu Berdaìsaìrkaìn 

KUH Per, sistemaìtikaì Hukum Perdaìtaì terdiri aìtaìs empaìt buku, yaìitu seperti 

berikut:
36

 

a) Buku I: tentaìng Oraìng Buku ini memuaìt tentaìng Hukum Peroraìngaìn daìn 

Hukum Kekeluaìrgaìaìn. Buku 1 ini terdiri aìtaìs 18 baìb, yaìitu: 
1) Baìb I tentaìng menikmaìti daìn kehilaìngaìn haìk-haìk kewaìrgaìaìn (Paìsaìl 1-

3 KUH Per). 
2) Baìb II tentaìng aìktaì-aìktaì caìtaìtaìn sipil (Paìsaìl 4-16 KUH Per). 
3) Baìb III tentaìng tempaìt tinggaìl aìtaìu domisili (Paìsaìl 17-25 KUH Per). 
4) Baìb IV tentaìng Perkaìwinaìn (Paìsaìl 26-102 KUH Per). 
5) Baìb V tentaìng Haìk daìn kewaìjibaìn suaìmi daìn istri (Paìsaìl 103-118 

KUH Per). 
6) Baìb VI tentaìng persaìtuaìn haìrtaì kekaìya ìaìn menurut undaìng-undaìng daìn 

pengurusaìnnya ì (Paìsaìl 119-138 KUH Per). 
7) Baìb VII tentaìng perjaìnjiaìn kaìwin (Paìsaìl 139-179 KUH Per). 
8) Baìb VIII tentaìng persaìtuaìn aìtaìu perjaìnjiaìn kaìwin daìlaìm perkaìwinaìn 

untuk keduaì kaìli aìtaìu selaìnjutnyaì (Paìsaìl 180-186 KUH Per). 
9) Baìb IX tentaìng perpisaìhaìaìn haìrtaì kekaìya ìaìn (Paìsaìl 186-198 KUH 

Per). 

                                                           
36

 Subekti daìn Tjitrosudibio, Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì, (Jaìkaìrtaì: Praìdnyaì 

Paìraìmita ì, 1996). 



21 
 

 
 

10) Baìb X tentaìng pembubaìraìn perkaìwinaìn (Paìsaìl 199-232aì KUH Per). 
11) Baìb XI tentaìng perpisaìhaìn mejaì daìn raìnjaìng (Paìsaìl 233-249 KUH 

Per). 
12) Baìb XII tentaìng kebaìpaìkaìn daìn keturunaìn aìnaìk-aìnaìk (Paìsaìl 250-289 

KUH Per). 
13) Baìb XIII tentaìng kekeluaìrgaìaìn sedaìraìh daìn semendaì (Paìsaìl 290-297 

KUH Per). 
14) Baìb XIV tentaìng kekuaìsaìaìn oraìngtuaì (Paìsaìl 298-329 KUH Per). 
15) Baìb XIVaì tentaìng menentukaìn, mengubaìh daìn mencaìbut tunjaìngaìn 

naìfkaìh (Paìsaìl 329aì-329b). 
16) Baìb XV tentaìng kebelumdewaìsaìaìn daìn perwaìliaìn (Paìsaìl 330-418aì 

KUH Per). 
17) Baìb XVI tentaìng beberaìpaì Perlunaìkaìn (Paìsaìl 419-432 KUH Per). 
18) Baìb XVII tentaìng pengaìmpuaìn (Paìsaìl 433-462 KUH Per). 
19) Baìb XVIII tentaìng keaìdaìaìn taìk haìdir (Paìsaìl 463-465 KUH Per). 

b) Buku II: tentaìng Kebendaìaìn. Buku ini memuaìt tentaìng Hukum Bendaì daìn 

Hukum Waìris. Buku II ini terdiri daìri 21 baìb, ya ìitu tentaìng: 
1) Baìb I tentaìng kebendaìaìn daìn caìraì membedaì-bedaìkaìnnyaì (Paìsaìl 499-

528 KUH Per). 
2) Baìb II tentaìng kedudukaìn berkuaìsaì (bezit) daìn haìk-haìk yaìng timbul 

kaìrenaìnyaì (Paìsaìl 529-568 KUH Per). 
3) Baìb III tentaìng haìk milik/eigendom (Paìsaìl 570-624 KUH Per). 
4) Baìb IV tentaìng haìk daìn kewaìjibaìn aìntaìraì pemilik pekaìraìngaìn yaìng 

saìtu saìmaì laìin bertetaìnggaì (Paìsaìl 625-672 KUH Per). 
5) Baìb V tentaìng kerjaì rodi (Paìsaìl 673 KUH Per). 
6) Baìb VI tentaìng pengaìbdiaìn pekaìraìngaìn (Paìsaìl 674-710 KUH Per). 
7) Baìb VII tentaìng haìk numpaìng kaìraìng (Paìsaìl 711-719 KUH Per). 
8) Baìb VIII tentaìng haìk usaìhaì/erfpaìcht (Paìsaìl 720-736 KUH Per). 
9) Baìb IX tentaìng bungaì taìnaìh daìn haìsil sepersepuluh (Paìsaìl 737-755 

KUH Per). 
10) Baìb X tentaìng haìk paìkaìi haìsil (Paìsaìl 756-817 KUH Per). 
11) Baìb XI tentaìng haìk paìkaìi daìn haìk mendiaìmi (Paìsaìl 818-829 KUH 

Per). 
12) Baìb XII tentaìng pewaìrisaìn kaìrenaì kemaìtiaìn (Paìsaìl 830-873 KUH 

Per). 
13) Baìb XIII tentaìng suraìt waìsiaìt (Paìsaìl 874-1004 KUH Per). 
14) Baìb XIV tentaìng pelaìksaìnaì waìsiaìt daìn pengurusaìn haìrtaì peninggaìlaìn 

(Paìsaìl 1005-1022 KUH Per). 
15) Baìb XV tentaìng haìk memikir daìn haìk istimewaì untuk mengaìdaìkaìn 

pendaìftaìraìn haìrtaì peninggaìlaìn (Paìsaìl 1023-1043 KUH Per). 
16) Baìb XVI tentaìng menerimaì daìn menolaìk suaìtu waìrisaìn (Paìsaìl 1044-

1065 KUH Per). 
17) Baìb XVII tentaìng pemisaìhaìn haìrtaì peninggaìlaìn (Paìsaìl 1066-1125 

KUH Per). 
18) Baìb XVIII tentaìng haìrtaì peninggaìlaìn yaìng taìk terurus (Paìsaìl 1126-

1130 KUH Per). 
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19) Baìb XIX tentaìng piutaìng-piutaìng yaìng diistimewaìkaìn (Paìsaìl 1131-

1149 KUH Per). 
20) Baìb XX tentaìng gaìdaìi (Paìsaìl 1150-1160 KUH Per). 
21) Baìb XXI tentaìng hipotek (Paìsaìl 1162-1232 KUH Per). 

c) Buku III: tentaìng Perikaìtaìn Memuaìt Hukum Haìrtaì Kekaìya ìaìn. Buku III ini 

terdiri daìri 18 Baìb, ya ìitu: 
1) Baìb 1 tentaìng perikaìtaìn-perikaìtaìn umumnyaì (Paìsaìl 1233-1312 KUH 

Per). 
2) Baìb II tentaìng perikaìtaìn-perikaìtaìn yaìng dilaìhirkaìn daìri kontraìk aìtaìu 

perjaìnjiaìn (Paìsaìl 1313-1351 KUH Per). 
3) Baìb III tentaìng perikaìtaìn-perikaìtaìn ya ìng dilaìhirkaìn demi undaìng-

undaìng (Paìsaìl 1352-1380 KUH Per). 
4) Baìb IV tentaìng haìpusnyaì perikaìtaìn-perikaìtaìn (Paìsaìl 1381-1456 KUH 

Per). 
5) Baìb V tentaìng juaìl beli (Paìsaìl 1457-1540 KUH Per). 
6) Baìb VI tentaìng tukaìr-menukaìr (Paìsaìl 1541-1546 KUH Per). 
7) Baìb VII tentaìng sewaì-menyewaì (Paìsaìl 1548-1600 KUH Per). 
8) Baìb VIIaì tentaìng perjaìnjiaìn-perjaìnjiaìn untuk melaìkukaìn pekerjaìaìn 

(Paìsaìl 1601-1617 KUH Per). 
9) Baìb VIII tentaìng persekutuaìn (Paìsaìl 1618-1652 KUH Per). 
10) Baìb IX tentaìng perkumpulaìn (Paìsaìl 1653-1665 KUH Per). 
11) Baìb X tentaìng hibaìh (Paìsaìl 1666-1693 KUH Per). 
12) Baìb XI tentaìng penitipaìn baìraìng (Paìsaìl 1694-1739 KUH Per). 
13) Baìb XII tentaìng pinjaìm paìkaìi (Paìsaìl 1740-1753 KUH Per). 
14) Baìb XIII tentaìng pinjaìm-meminjaìm (Paìsaìl 1754-1769 KUH Per). 
15) Baìb XIV tentaìng bungaì tetaìp aìtaìu bungaì aìbaìdi (Paìsaìl 1770-1773 

KUH Per). 
16) Baìb XV tentaìng perjaìnjiaìn-perjaìnjiaìn untung-untungaìn (Paìsaìl 1774-

1791 KUH Per). 
17) Baìb XVI tentaìng pemberiaìn kuaìsaì (Paìsaìl 1792-1819 KUH Per). 
18) Baìb XVII tentaìng penaìnggungaìn utaìng (Paìsaìl 1820-1850 KUH Per). 
19) Baìb XVIII tentaìng perdaìmaìiaìn (Paìsaìl 1851-1864 KUH Per). 

d) Buku IV: tentaìng Pembuktiaìn daìn Kedaìluaìrsaì Buku ini memuaìt tentaìng 

perihaìl aìlaìt-aìlaìt pembuktiaìn daìn aìkibaìt-aìkibaìt lewaìt waìktu terhaìdaìp 

hubungaìn-hubungaìn hukum. Buku IV ini terdiri aìtaìs 7 Baìb, yaìitu: 
1) Baìb I tentaìng pembuktiaìn paìdaì umumnyaì (Paìsaìl 1865-1866 KUH 

Per). 
2) Baìb II tentaìng pembuktiaìn dengaìn tulisaìn (Paìsaìl 1867-1894 KUH 

Per). 
3) Baìb III tentaìng pembuktiaìn dengaìn saìksi-saìksi (Paìsaìl 1895-1912 

KUH Per). 
4) Baìb IV tentaìng persaìngkaìaìn (Paìsaìl 1915-1922 KUH Per). 
5) Baìb V tentaìng pengaìkuaìn (Paìsaìl 1923-1928 KUH Per). 
6) Baìb VI tentaìng sumpaìh di mukaì haìkim (Paìsaìl 1929-1945 KUH Per). 
7) Baìb VII tentaìng kedaìluaìrsaì (Paìsaìl 1946-1993 KUH Per). 
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2. Teori Hukum Ketena ìgaìkerja ìaìn 

Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

tanpa bekerja manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik. 

Bekerja itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, antara lain, yaitu:
37

 

a) Bekerja untuk kepentingan pribadi, dilakukan sendiri atau dengan anggota 

keluarganya (anak, istri, suami, kemenakan, dan lain-lain). Kerja yang 

demikian tidak di atur oleh hukum perburuhan, karena tidak ada hubungan 

kerja antara majikan dan tenaga kerja tersebut, juga tidak ada unsur 

pemberian upah. 

b) Bekerja dalam arti adanya hubungan kerja. 

Tenaga kerja mendapatkan nafkahnya dari pemberian orang lain, yaitu 

majikannya yang biasanya merupakan upah/imbalan atas jerih payah 

pengerahan tenaganya untuk kepentingan orang yang memerintahkannya. 

Selanjutnya tenaga kerja yang dalam hubungan kerja disebut sebagai pekerja. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

mengenai pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pengertian pekerja 

menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

Pengertian hukum perburuhan secara komprehensif kiranya perlu 

diuraikan pula batasan ruang lingkup berlakunya Hukum Perburuhan menurut 

teori “Gebiedsleer” yang dikemukakan oleh J.H.A. Logemann. Demikian juga 

mengenai pemahaman paradigma hukum perburuhan perlu diuraikan cara 

pandang berbagai permasalahan hukum perburuhan ditinjau dari ilmu kaidah 

hukum, ilmu pengertian dan filsafat hukum perburuhan. Di samping itu, untuk 

memperjelas pemahaman tentang hukum perburuhan, maka letak hukum 

perburuhan dalam sistem tata hukum Indonesia, juga perlu diuraikan di sini agar 
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jelas termasuk ke dalam Hukum Perburuhan Publik atau termasuk dalam Hukum 

Perburuhan Keperdataan, Hukum Perburuhan Pidana.
38

 

Akhirnya dijelaskan pula beberapa sumber-sumber hukum perburuhan 

yang menjadi acuan para pihak jika terjadi perselisihan di antara para buru dengan 

pengusaha. Kaidah kaidah yang diterapkan sendiri oleh para pihak yang terikat 

dalam suatu hubungan kerja, Perjanjian Kerja Bersama, dan Kebiasaan. 

Selanjutnya Kaidah-kaidah yang dibuat oleh Pihak Ketiga yang tidak tersangkut 

dalam hubungan kerja, misalnya peraturan perundang-undangan di bidang 

Perburuhan, perjanjian internasional yang mengatur hak-hak/kewajiban kaum 

buruh, dan Core Convention di Internatinal Labour Orgnization (ILO) yang 

mengatur hak-hak asasi/hak-hak fundamental kaum buruh.
39

 

Terdapat beberapa pula pendapat mengenai pengetian Hukum Perburuhan. 

Beberapa Sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai batasan pengertian 

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan secara berbeda-beda. Perbedaan pemahaman 

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan di sini terletak pada perbedaan fokus cara 

melihat satu sisi saja, tanpa memperhatikan sisi lainnya yang tidak kalah penting 

untuk dijelaskan, yaitu:
40

 

1) A.N. Molenaar  
Hukum Perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang 

mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan, 

buruh dengan penguasa, dan penguasa dengan penguasa. 

2) M.G Levenbach 

Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan 

kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah suatu pimpinan, dan dengan 
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keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja 

itu. 

3) S. Mok Hukum 

Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan, yang 

dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan 

yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu. 

4) NEH Van Esveld 

Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum positif yang meliputi 

hubungan antara pekerja dan memberi kerja, termasuk pekerja yang 

melakukan atas tanggung jawab sendiri. 

5) Prof. Iman Soepomo, S.H. 

Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak 

tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja 

pada orang lain, dengan menerima upah. 

6) Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. 

Hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan adalah ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja 

dengan penerima kerja yang malahirkan hubungan hukum dengan 

menerima penghasilan upah atau gaji dan fasilitas kesejahteraan. 

 

Pengertian hukum ketenagakerjaan menurut konseptual ditegaskan di 

dalam konstitusi tertulis yaitu Undang Undang Dasar (UUD) Proklamasi 1945, 

Pasal 27 ayat (2), bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
41

 Tujuan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk hak warga Negara, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan 

bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, 

salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga 

kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah 

kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang 
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Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada 

tahun 1997 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 

1997 tentang Ketenagakerjaan.
42

 

Kehadiran Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1997 telah menimbulkan 

banyak protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara 

Jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana 

Jamsostek. UU ini ditangguhan kemudian diganti oleh UU No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara/LN Tahun 2003 No.39, Tambahan 

LN.Tahun 2003 No.4279).
43

 Hukum Ketenagakerjaan juga disebut Hukum 

Perburuhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279, memberikan definisi-pengertian 

sebagai pembatasan, antara lain bawah ini:
44

 

a) Ketenagakerjaan adalah berhubungan segala hal yang dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 
b) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 
c) Pekerja/Buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 
d) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan bentuk lain. 
e) Pengusaha adalah terdiri orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kemudian orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya. Lalu orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewwkili 
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perusahaan saebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
f) Perusahaan adalah terdiri; setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Kemudian usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 
g) Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadilan dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 
h) Perjanjian Kerja adalah perjanjian buruh antara pekerja/ dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. 
i) Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 
j) Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 

perundingan antara serikat/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ 

serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. 
k) Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari; oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, 

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab 

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 
l) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurur suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
m) Pengawasan Ketenakarejaan adalah kegiatan pengawasan dan menegakkan 

pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan. 
n) Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 

dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh 

untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 
o) Pemutusan Hubungan Kerja pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja/buruh dan pengusaha. 
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p) Penutupan Perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak 

pekerja/buruh (loc-kout) seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan 

pekerjaan. 
q) Penamaan Departemen Tenaga Kerja juga belum tepat karena belum 

mengatur tentang hubungan kepegawaian dan pekerja yang informal 

meskipun mengatur juga tentang pengangguran. 
r) Hukum Ketenagakerjaan juga disebut Hukum Perburuhan yang merupakan 

terjemahan dari arbeidsrechts. Terdapat beberapa pendapat atau batasan 

tentang pengertian Hukum Perburuhan. 
 

Ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan adalah suatu keadaan dimana 

berlakunya Hukum Ketenagakerjaan tersebut. Ada 4 (empat) ruang lingkup 

Hukum Ketenagakerjaan, yaitu:
45

 

1) Ruang Lingkup Menurut Pribadi Ruang lingkup menurut pribadi ini 

berkaitan dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum tersebut berlaku. 

Ruang lingkup menurut pribadi ini meliputi: 

a. pekerja, 

b. pemberi kerja; dan 

c. pemerintah. 

2) Ruang Lingkup Menurut Waktu 

Ruang lingkup menurut waktu ini berkaitan dengan kapan suatu peristiwa 

tertentu diatur oleh suatu hukum yang berlaku. 

3) Ruang Lingkup Menurut Wilayah 

Ruang lingkup menurut wilayah ini berkaitan dengan terjadinya suatu 

peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaidah hukum. 

4) Ruang Lingkup Menurut Hal Ikhwal 

Ruang Lingkup menurut hal ikhwal berkaitan dengan hal-hal apa saja yang 

menjadi objek pengaturan dari suatu kaidah. 

 

Sifat-sifat hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah 

dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan serta 

untuk mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan perburuhan atau 

ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi 

tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas.
46
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Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan aturan 

hukum. Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil 

dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum ketenagakerjaan 

mendasarkan pada sumber hukum Indonesia di bidang Ketenagakerjaan. Sumber 

hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum 

(perasaan/keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan 

menentukan isi hukum). Macam sumber hukum materiil tergantung dari tinjauan 

atau sudut pandang para ahlinya, misalnya sebagai berikut:
47

 

a. Tinjauan ahli ekonomi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah 

kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan 

ekonomi. 
b. Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat/kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup. 
c. Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kitab 

suci agama masing-masing. 
d. Tinjauan ahli sejarah, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah sejarah 

yang pernah terjadi. 
e. Tinjauan ahli filsafat, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah upaya 

untuk mencari keadilan, misalnya melalui falsafah bangsa. 
f. Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah aturan 

yang mengatur. 
 
Sumber hukum dalam arti formil, artinya sumber hukum yang dikenal dari 

bentuknya. (Tempat di mana dapat ditemukan dan dikenal hukum). Adapun 

macam dari sumber hukum formil adalah:
48

 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hukum kebiasaan; 
c. Yurisprudensi; 
d. Traktat/perjanjian; 
e. Doktrin 
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3. Teori Hubungan Kerja 

Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja merupakan suatu 

hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu 

terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat 

dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan 

menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi 

upah.
49

 

Hubungan kerja juga dapat didefinisikan dengan hubungan antara buruh 

dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak 

buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan 

mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk 

mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.
50

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
51

 

Unsur hubungan kerja terdiri dari para pihak sebagai subjek (pengusaha 

dan pekerja/buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Maka 

dari itu, landasan hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja, baik tertulis 
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maupun lisan. Beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang 

menjadi dasar hubungan kerja adalah empat unsur penting, yaitu:
52

 

a. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH 

Dagang). 
b. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata). 
c. Adanya upah (Pasal 1603 p KUH Perdata). 
d. Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung 

terus-menerus. 

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebagai 

berikut:
53

 

a. Adanya Pekerjaan (arbeid). Unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan 

(arbeid), yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh 

dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
b. Di bawah Perintah/gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 

pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi). Unsur 

kedua, yaitu di bawah perintah (gezag ver houding), di dalam hubungan 

kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan 

sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang 

menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh 

dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, 

sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal). 
c. Adanya Upah Tertentu/Loan. Unsur ketiga adalah adanya upah (loan) 

tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang 

Undang No. 13 Tahun 2003 adalah, hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang 

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
d. Waìktu (tijd) yaìng Ditentukaìn (daìpaìt taìnpaì betaìs waìktu/pensiun aìtaìu 

berdaìsaìrkaìn waìktu tertentu). Unsur yaìng keempaìt aìdaìlaìh waìktu (tijd), 

aìrtinya ì buruh bekerjaì untuk waìktu yaìng ditentukaìn aìtaìu untuk waìktu 

ya ìng tidaìk tertentu aìtaìu selaìmaì laìmaìnya ì. Waìktu kerjaì pekerjaì daìlaìm saìtu 
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minggu aìdaìlaìh 40 jaìm/minggu. Untuk 6 haìri kerjaì perminggu sehaìrinyaì 

bekerjaì 7 jaìm daìlaìm limaì haìri daìn 5 jaìm daìlaìm 1 haìri. AÌdaìpun untuk 5 

haìri kerjaì perminggu bekerjaì selaìmaì 8 jaìm sehaìri. AÌpaìbilaì kebutuhaìn 

proses produksi menghendaìki aìdaìnyaì lembur, haìnyaì diperbolehkaìn 

lembur maìksimaìl 3 jaìm perhaìri aìtaìu 14 jaìm perminggu. Kenyaìtaìaìnnyaì 

lembur yaìng terjaìdi di daìlaìm praìktik melebihi baìtaìs maìksimaìl tersebut. 

Selaìmaì bekerjaì, setiaìp 4 jaìm pekerjaì bekerjaì, haìrus dibemaìn istiraìhaìt 

selaìmaì setengaìh jaìm. Daìlaìm saìtu minggu haìrus aìdaì istiraìhaìt minimaìl saìtu 

haìri kerjaì. Daìlaìm saìtu taìhun pekerjaì haìrus diberikaìn istiraìhaìt 12 haìri 

kerjaìltaìhun. AÌpaìbilaì pekerjaì telaìh bekerjaì selaìmaì 6 taìhun maìkaì waìjib 

diberikaìn istiraìhaìt/cuti besaìr selaìmaì saìtu bulaìn dengaìn menerimaì upaìh 

penuh. Untuk waìktu tertentu ya ìng dikenaìl dengaìn istilaìh kontraìk kerjaì 

daìn pekerjaì haìriaìn lepaìs. Sedaìngkaìn untuk waìktu yaìng tidaìk tertentu 

dikenaìl dengaìn pekerjaì tetaìp. 

Objek hukum daìlaìm hubungaìn kerjaì aìdaìlaìh pekerjaìaìn yaìng dilaìkukaìn 

oleh pekerjaì. Dengaìn kaìtaì laìin tenaìgaì yaìng melekaìt paìdaì diri pekerjaì merupaìkaìn 

objek hukum daìlaìm hubungaìaìn kerjaì. Objek hukum daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì, yaìitu 

haìk daìn kewaìjibaìn maìsing-maìsing pihaìk secaìraì timbaìl baìlik yaìng meliputi 

syaìraìt-sya ìraìt kerjaì aìtaìu haìl laìin aìkibaìt aìdaìnya ì hubungaìn kerjaì. Syaìraìt-syaìraìt 

kerjaì selaìlu berkaìitaìn dengaìn upaìya ì peningkaìtaìn produktivitaìs baìgi maìjikaìn daìn 

upaìya ì peningkaìtaìn kesejaìhteraìaìn oleh buruh. AÌntaìraì kepentingaìn pengusaìhaì 

dengaìn kepentingaìn pekerjaì paìdaì haìkikaìtnyaì aìdaìlaìh bertentaìngaìn. Objek hukum 

daìlaìm hubungaìn kerjaì tertuaìng di daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn perusaìhaìaìn 

daìn kesepaìkaìtaìn kerjaì bersaìmaì/perjaìnjiaìn kerjaì bersaìmaì. Kedudukaìn perjaìnjiaìn 

kerjaì aìdaìlaìh di baìwaìh peraìturaìn perusaìhaìaìn, sehinggaì aìpaìbilaì aìdaì ketentuaìn 

daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì ya ìng bertentaìngaìn dengaìn peraìturaìn perusaìhaìaìn maìkaì 

ya ìng berlaìku aìdaìlaìh peraìturaìn perusaìhaìaìn. Peraìturaìn perusaìhaìaìn yaìng membuaìt 

aìdaìlaìh maìjikaìn secaìraì keseluruhaìn. Perjaìnjiaìn kerjaì secaìraì teoretis ya ìng 

membuaìt aìdaìlaìh buruh daìn maìjikaìn, tetaìpi kenya ìtaìaìnnya ì perjaìnjiaìn kerjaì itu 
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sudaìh dipersiaìpkaìn maìjikaìn untuk ditaìndaìtaìngaìni buruh saìaìt buruh diterimaì kerjaì 

oleh maìjikaìn.
54

 

Dikaìtaìkaìn hubungaìn kerjaì aìdaìlaìh disaìaìt aìdaìnya ì perjaìnjiaìn kerjaì daìn 

perjaìnjiaìn kerjaì merupaìkaìn peristiwaì hukum sehinggaì konsekuensi suaìtu 

hubungaìn kerjaì menimbulkaìn aìkibaìt hukum berupaì haìk daìn kewaìjibaìn baìgi paìraì 

pihaìk, yaìkni pihaìk pengusaìhaì daìn pihaìk pekerjaì/buruh. Suaìtu peraìnaìn ya ìng 

boleh aìtaìu tidaìk boleh dilaìkukaìn oleh subjek hukum disebut haìk. Kaìrenaìnya ì, jikaì 

haìk dilaìnggaìr, tidaìk aìkaìn mengaìkibaìtkaìn saìnksi aìpaìpun baìgi pelaìkunyaì. 

Sedaìngkaìn suaìtu peraìnaìn ya ìng haìrus aìtaìu tidaìk haìrus dilaìkukaìn oleh subjek 

hukum disebut dengaìn kewaìjibaìn. Kaìrenaìnya ì, aìpaìbilaì kewaìjibaìn dilaìnggaìr, aìkaìn 

mengaìkibaìtkaìn saìnksi baìgi setiaìp pelaìkunyaì. Paìdaì daìsaìrnyaì hubungaìn kerjaì 

aìdaìlaìh hubungaìn yaìng mengaìtur/memuaìt haìk daìn kewaìjibaìn aìntaìraì 

pekerjaì/buruh daìn pengusaìhaì. Haìk daìn kewaìjibaìn daìri maìsing-maìsing pihaìk 

haìruslaìh seimbaìng daìlaìm konteks hubungaìn kerjaì. Kewaìjibaìn diaìntaìraì seluruh 

pihaìk berlaìngsung secaìraì timbaìl baìlik. AÌrtinyaì, kewaìjibaìn pekerjaì/buruh 

merupaìkaìn haìk pengusaìhaì, daìn sebaìliknyaì kewaì jibaìn pengusaìhaì merupaìkaìn haìk 

pekerjaì/buruh. Dengaìn demikiaìn, ketikaì terjaìdi pelaìnggaìraìn kewaìjibaìn yaìng 

sudaìh diaìtur peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì, maìsing-

maìsing pihaìk daìpaìt menuntut pihaìk laìinnyaì.
55 
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 AÌpaìbilaì di perusaìhaìaìn itu sudaìh aìdaì serika ìt pekerjaì, maìkaì aìnta ìraì serikaìt pekerjaì daìn 

maìjikaìn daìpaìt membuaìt Perjaìnjiaìn Kerjaì Bersaìmaì (selaìnjutnyaì disebut PKB) daìhulu disebut 

dengaìn Kesepaìkaìtaìn Kerjaì Bersaìmaì (selaìnjutnyaì disebut dengaìn KKB). Ketentuaìn PKB/KKB 

memuaìt syaìraìt-syaìraìt kerjaì yaìng mencerminkaìn haìk daìn kewaìjibaìn maìjikaìn daìn buruh. 

Pembuaìtaìn KKB daìpaìt dilaìkukaìn oleh serikaìt pekerjaì daìn maìjikaìn di luaìr jaìm kerjaì aìtaìu diaìtur 

sedemikiaìn rupaì dibuaìt di luaìr kotaì dengaìn waìktu khusus. Daìlaìm praìktik baìnyaìk serikaìt pekerjaì 

yaìng aìdaì di perusaìhaìaìn mempersulit terbentuknyaì KKB dengaìn cepaìt. Ibid., h.134-135. 
55

AÌrifuddin Mudaì Haìraìhaìp, op.cit., h.82. 
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4. Teori Perja ìnjiaìn Kerja ì 

Istilaìh perjaìnjiaìn sebenaìrnyaì tidaìk dikenaìl daìlaìm KUH Perdaìtaì, yaìng aìdaì 

iaìlaìh perikaìtaìn aìtaìu verbintenis (Paìsaìl 1233) daìn persetujuaìn aìtaìu overeenkomst 

(Paìsaìl 1313). Beberaìpaì aìhli hukum jugaì berbedaì pendaìpaìt daìlaìm menggunaìkaìn 

istilaìh-istilaìh tersebut. Di Indonesiaì istilaìh verbintenis diterjemaìhkaìn daìlaìm tigaì 

aìrti, ya ìitu perikaìtaìn, perutaìngaìn, daìn perjaìnjiaìn. Sedaìngkaìn istilaìh overeenkomst 

diterjemaìhkaìn daìlaìm duaì aìrti, yaìitu perjaìnjiaìn daìn persetujuaìn.
56

 Jikaì 

menggunaìkaìn Paìsaìl 1313 KUH Perdaìtaì, baìtaìsaìn pengertiaìn perjaìnjiaìn aìdaìlaìh 

suaìtu perbuaìtaìn di maìnaì seseoraìng aìtaìu lebih mengikaìtkaìn diri paìdaì oraìng laìin 

untuk melaìksaìnaìkaìn sesuaìtu haìl. 

Untuk saìhnya ì sebuaìh perjaìnjiaìn kerjaì, maìkaì pembuaìtaìnnya ì haìrus 

memenuhi syaìraìt maìteriil (Paìsaìl 52, 55, 58, 59, daìn Paìsaìl 60 Undaìng-Undaìng 

Nomor 13 Taìhun 2003) daìn sya ìraìt formil (Paìsaìl 54 daìn 57 Undaìng-Undaìng 

Nomor 13 Taìhun 2003). Berdaìsaìrkaìn ketentuaìn Paìsaìl 52 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng 

Nomor 13 Taìhun 2003 secaìraì maìteriil perjaìnjiaìn kerjaì dibuaìt aìtaìs daìsaìr:
57

 

a. Kesepaìkaìtaìn keduaì belaìh pihaìk; 

b. Kemaìmpuaìn aìtaìu kecaìkaìpaìn melaìkukaìn perbuaìtaìn hukum; 

c. AÌdaìnya ì pekerjaìaìn yaìng diperjaìnjikaìn; daìn 

d. Pekerjaìaìn ya ìng diperjaìnjikaìn tidaìk bertentaìngaìn dengaìn ketertibaìn 

umum, kesusilaìaìn, daìn peraìturaìn perundaìng undaìngaìn yaìng berlaìku. 

                                                           
56

 Koko Kosidin, Perjaìnjiaìn Kerjaì-Perjaìnjiaìn Perburuhaìn daìn Peraìturaìn Perusaìhaìaìn 

(Baìndung: Maìndaìr Maìju, 1999), h.2 
57

 Ketentuaìn Paìsaìl 55 Undaìng-Undaìng Nomor 13 taìhun 2003 jugaì menegaìskaìn baìhwaì 

perjaìnjiaìn kerjaì tidaìk daìpaìt ditaìrik kembaìli daìn/aìta ìu diubaìh, kecuaìli aìtaìs persetujuaìn paìraì pihaìk, 

AÌrifuddin Mudaì Haìraìhaìp, op.cit., h.83. 
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Perjaìnjiaìn kerjaì aìdaìlaìh perjaìnjiaìn yaìng dibuaìt aìntaìraì pekerjaì/buruh 

dengaìn pengusaìhaì aìtaìu pemberi kerjaì yaìng memenuhi syaìraìt-syaìraìt kerjaì, haìk 

daìn kewaìjibaìn paìraì pihaìk. Perjaìnjiaìn kerjaì itu sendiri daìpaìt dibuaìt, baìik secaìraì 

tulisaìn maìupun lisaìn.
58

 Berkaìitaìn dengaìn saìhnyaì perjaìnjiaìn kerjaì, haìl ini tidaìk 

bisaì lepaìs daìri ketentuaìn syaìraìt saìhnyaì perjaìnjiaìn paìdaì umumnyaì yaìng diaìtur 

daìlaìm ketentuaìn Paìsaìl 1320 KUHPerdaìtaì, yaìitu:
59

 

a. Sepaìkaìt merekaì ya ìng mengikaìtkaìn dirinyaì 
Kaìtaì sepaìkaìt tidaìk boleh disebaìbkaìn aìdaìnyaì kekhilaìfaìn mengenaìi 

haìkekaìt baìraìng ya ìng menjaìdi pokok persetujuaìn mengenaìi diri pihaìk 

laìwaìnnyaì daìlaìm persetujuaìn yaìng dibuaìt terutaìmaì mengingaìt diri oraìng 

tersebut. AÌdaìnyaì paìksaìaìn dimaìnaì seseoraìng melaìkukaìn perbuaìtaìn kaìrenaì 

taìkut aìncaìmaìn (paìsaìl 1324 BW) aìdaìnyaì penipuaìn ya ìng tidaìk haìnyaì 

mengenaìi kebohongaìn tetaìpi jugaì aìdaìnyaì tipu muslihaìt (paìsaìl 1328 BW). 

Terhaìdaìp perjaìnjiaìn yaìng dibuaìt aìtaìs daìsaìr sepaìkaìt berdaìsaìrkaìn aìlaìsaìn-

aìlaìsaìn tersebut, daìpaìt diaìjukaìn pembaìtaìlaìn. 

b. Caìkaìp untuk membuaìt perikaìtaìn 
Paìsaìl 1330 BW menentukaìn yaìng tidaìk caìkaìp untuk membuaìt perikaìtaìn 

aìdaìlaìh oraìng-oraìng yaìng belum dewaìsaì, merekaì ya ìng beraìdaì di baìwaìh 

pengaìmpunaìn, oraìng-oraìng perempuaìn daìlaìm haìl-haìl yaìng ditetaìpkaìn 

oleh undaìng-undaìng, daìn paìdaì umumnyaì semuaì oraìng kepaìdaì siaìpaì 

undaìng-undaìng telaìh melaìraìng mem buaìt perjaìnjiaìn-perjaìnjiaìn tertentu. 

Naìmun berdaìsaìrkaìn faìtwaì Maìhkaìmaìh AÌgung, melaìlui Suraìt Edaìraìn 

Maìhkaìmaìh AÌgung No. 3/1963 taìnggaìl 5 September 1963, oraìng-oraìng 

perempuaìn tidaìk laìgi digolongkaìn sebaìgaìi tidaìk laìgi caìkaìp. Merekaì 

berwenaìng melaìkukaìn perbuaìtaìn hukum taìnpaì baìntuaìn aìtaìu izin 

suaìminyaì. AÌkibaìt daìri perjaìnjiaìn ya ìng dibuaìt oleh pihaìk yaìng tidaìk caìkaìp 

aìdaìlaìh baìtaìl demi hukum (paìsaìl 1446 BW). 
c. Suaìtu haìl tertentu 

Perjaìnjiaìn haìrus menentukaìn jenis objek yaìng diperjaìnjikaìn. Jikaì tidaìk, 

maìkaì perjaìnjiaìn itu baìtaìl demi hukum. Paìsaìl 1332 BW menentukaìn haìnyaì 

baìraìng-baìraìng ya ìng daìpaìt diperdaìgaìngkaìn yaìng daìpaìt menjaìdi objek 

perjaìnjiaìn, daìn berdaìsaìrkaìn paìsaìl 1334 BW baìraìng-baìraìng yaìng baìru 

aìkaìn aìdaì di kemudiaìn haìri jugaì daìpaìt menjaìdi objek perjaìnjiaìn kecuaìli 

jikaì dilaìraìng oleh undaìng-undaìng secaìraì tegaìs. 
d. Suaìtu sebaìb aìtaìu caìusaì yaìng haìlaìl 

Maìksudnya ì baìhwaì objek perjaìnjiaìn haìruslaìh berupaì haìl yaìng dibolehkaìn 

aìtaìu haìlaìl, tidaìk bertentaìngaìn dengaìn kesusilaìaìn, tidaìk bertentaìngaìn 
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 Suriaì Ningsih, Mengenaìl Hukum Ketenaìgaìkerjaìaìn, (Medaìn: USU Press, 2014), h.70. 
59

 AÌrifuddin Mudaì Haìraìhaìp, op.cit., h.83-84. 
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dengaìn kepentingaìn umum, daìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng 

berlaìku. Perjaìnjiaìn taìnpaì caìusaì yaìng haìlaìl aìdaìlaìh baìtaìl demi hukum, 

kecuaìli ditentukaìn laìin oleh undaìng-undaìng. 

 

Ketentuaìn ini dipertegaìs laìgi di daìlaìm paìsaìl 52 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng 

Nomor 13 taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn, dimaìnaì perjaìnjiaìn kerjaì dibuaìt 

berdaìsaìrkaìn aìtaìs:
60

 

a. Kesepaìkaìtaìn keduaì belaìh pihaìk; 
b. Kemaìmpuaìn aìtaìu kecaìkaìpaìn melaìkukaìn perbuaìtaìn hukum; Yaìng 

dimaìksud dengaìn kemaìmpuaìn aìtaìu kecaìkaìpaìn aìdaìlaìh paìraì pihaìk maìmpu 

aìtaìu menurut hukum untuk membuaìt perjaìnjiaìn. Baìgi tenaìgaì kerjaì aìnaìk, 

ya ìng menaìndaìtaìngaìni per jaìnjiaìn aìdaìlaìh oraìng tuaì aìtaìu waìlinyaì. 
c. AÌdaìnya ì pekerjaìaìn yaìng diperjaìnjikaìn; daìn 
d. Pekerjaìaìn ya ìng diperjaìnjikaìn tidaìk bertentaìngaìn dengaìn ketertibaìn 

umum, kesusilaìaìn, daìn peraìturaìn perundaìng undaìngaìn yaìng berlaìku. 
 

Daìlaìm praìktik maìsih aìdaì pihaìk yaìng sengaìjaì daìn saìlaìh menaìfsirkaìn 

peneraìpaìn aìsaìs kebebaìsaìn berkontraìk. Diaìnggaìpnyaì dengaìn aìsaìs ini perjaìnjiaìn 

kerjaì daìpaìt dibuaìt dengaìn semaìunyaì daìn taìnpaì memaìtuhi raìmbu-raìmbu hukum 

ya ìng berlaìku. Beberaìpaì contoh di aìntaìraìnyaì perjaìnjiaìn yaìng mencaìntumkaìn:
61

 

a. Maìsaì percobaìaìn yaìng melebihi 3 bulaìn aìtaìu maìsaì percobaìaìn berulaìng-

ulaìng; 
b. Maìsaì percobaìaìn daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì waìktu tertentu; 
c. Hubungaìn kerjaì melaìnggaìr ketentuaìn perjaìnjiaìn kerjaì waìktu tertentu; 
d. Upaìh di baìwaìh ketentuaìn upaìh minimum; 
e. Melaìnggaìr aìtaìu meniaìdaìkaìn ketentuaìn perhitungaìn upaìh lembur; 
f. Melaìnggaìr aìtaìu meniaìdaìkaìn prograìm jaìmsostek; 
g. Membaìtaìsi kegiaìtaìn serikaìt pekerjaì/serikaìt buruh; 
h. Melebihi periode kerjaì 10 minggu berturut-turut bekerjaì taìnpaì haìri 

istiraìhaìt untuk daìeraìh operaìsi tertentu; 
i. Pekerjaì perempuaìn ditekaìn haìrus mengundurkaìn diri aìpaìbilaì haìmil, 

melaìhirkaìn, aìtaìu menyusui; daìn 
j. Pembaìya ìraìn uaìng pesaìngon kuraìng daìri ketentuaìn Paìsaìl 156 Undaìng-

Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 
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 Lihaìt Paìsaìl 52 aìyaìt 1 Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 taìhun 

2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 
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 AÌrifuddin Mudaì Haìraìhaìp, op.cit., h.86-87. 
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Mengenaìi pengelompokaìn perjaìnjiaìn kerjaì taìmpaìknyaì saìngaìt beraìgaìm, 

haìl ini bergaìntung daìri persepsi maìnaì paìraì aìhli memaìndaìngnyaì. Di saìmping itu. 

perjaìnjiaìn kerjaì selaìlu berkembaìng sesuaìi dengaìn dinaìmikaì kehidupaìn daìn 

kebutuhaìn maìsyaìraìkaìt sehinggaì berpengaìruh daìlaìm pengelompokaìnyaì. 

Perjaìnjiaìn kerjaì dibaìgi menjaìdi duaì jenis, yaìitu:
62

 

1) Berdaìsaìrkaìn waìktu berlaìkunyaì 

a. Kesepaìkaìtaìn Kerjaì Waìktu tidaìk tertentu (KKWTT); daìn 

b. Kesepaìkaìtaìn Kerjaì Waìktu Tertentu (KKWT). 

2) Perjaìnjiaìn kerjaì laìinnyaì 

a. Perjaìnjiaìn pemborongaìn pekerjaìaìn; 

b. Perjaìnjiaìn kerjaì baìgi haìsil; 

c. Perjaìnjiaìn kerjaì laìut; daìn 

d. Perjaìnjiaìn untuk melaìkukaìn jaìsaì-jaìsaì. 

Djumaìdi mengelompokkaìn perjaìnjiaìn kerjaì menjaìdi empaìt maìcaìm, yaìitu 

perjaìnjiaìn kerjaì tertentu, perjaìnjiaìn kerjaì persaìingaìn (concurentie beding), 

perjaìnjiaìn kerjaì di rumaìh. daìn perjaìnjiaìn kerjaì laìut.
63

 Secaìraì yuridis maìupun 

empiris perjaìnjiaìn kerjaì daìpaìt dikelompokkaìn menjaìdi empaìt kelompok, aìntaìraì 

laìin berdaìsaìrkaìn bentuk perjaìnjiaìn, jaìngkaì waìktu perjaìnjiaìn, staìtus perjaìnjiaìn, 

daìn pelaìksaìnaìaìn pekerjaìaìn. Maìkaì, keempaìt kelompok perjaìnjiaìn kerjaì tersebut 

aìkaìn diuraìikaìn daìn dijelaìskaìn sebaìgaìi berikut:
64

 

1) Berdaìsaìrkaìn Bentuk Perjaìnjiaìn Kerjaì 
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 Ibid., h.87. 
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 Djumaìdi, Kedudukaìn Kesepaìkaìtaìn Kerjaì Bersaìmaì (KKB) daìlaìm Hubungaìn Industriaìl 

Paìncaìsilaì (HIP), (Jaìkaìrtaì: RaìjaìGraìfindo Persaìdaì, 1995), h. 49-76. 
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 AÌbdul Khaìkim, op.cit., h.39-41. 
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Berdaìsaìrkaìn bentuknya ì perjaìnjiaìn kerjaì dibaìgi menjaìdi duaì maìcaìm 

(Paìsaìl 51 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003), ya ìitu: 

a. Perjaìnjiaìn kerjaì secaìraì tertulis; perjaìnjiaìn kerjaì ya ìng haìrus dibuaìt 

sesuaìi peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn. Contoh: PKWT, perjaìnjiaìn 

kerjaì AÌntaìr Kerjaì AÌntaìr Daìeraìh (AÌKAÌD), perjaìnjiaìn kerjaì AÌntaìr 

Kerjaì AÌntaìr Negaìraì (AÌKAÌN), daìn perjaìnjiaìn kerjaì laìut. 
b. Perjaìnjiaìn kerjaì secaìraì lisaìn (tidaìk tertulis); perjaìnjiaìn kerjaì yaìng 

dibuaìt sesuaìi kondisi maìsya ìraìkaìt secaìraì tidaìk tertulis. Daìri aìspek 

yuridis perjaìnjiaìn kerjaì secaìraì lisaìn (tidaìk tertulis) diaìkui 

eksistensinyaì. Naìmun, kepentingaìn litigaìsi memiliki kelemaìhaìn untuk 

pembuktiaìn jikaì timbul perselisihaìn di kemudiaìn haìri. 
2) Berdaìsaìrkaìn Jaìngkaì Waìktu Perjaìnjiaìn Kerjaì 

Berdaìsaìrkaìn jaìngkaì waìktunya ì perjaìnjiaìn kerjaì dibaìgi menjaìdi duaì 

maìcaìm, yaìitu: 

a. Perjaìnjiaìn kerjaì waìktu tertentu (PKWT); perjaìnjiaìn kerjaì aìntaìraì 

pekerjaì/buruh dengaìn pengusaìhaì ya ìng haìnya ì dibuaìt untuk pekerjaìaìn 

tertentu yaìng menurut jenis daìn sifaìt aìtaìu kegiaìtaìn pekerjaìaìnnya ì aìkaìn 

selesaìi daìlaìm waìktu tertentu. 
b. Perjaìnjiaìn kerjaì waìktu tidaìk tertentu; perjaìnjiaìn aìntaìraì pekerjaì/buruh 

daìn pengusaìhaì, di maìnaì jaìngkaì waìktunyaì tidaìk ditentukaìn, baìik 

daìlaìm perjaìnjiaìn, Undaìng-Undaìng, maìupun kebiaìsaìaìn, aìtaìu terjaìdi 

secaìraì hukum kaìrenaì pelaìnggaìraìn pengusaìhaì terhaìdaìp ketentuaìn 

perundaìng-undaìngaìn yaìng berlaìku. Pengertiaìn tersebut berdaìsaìrkaìn 

ketentuaìn Paìsaìl 1603 q aìya ìt 1 KUH Perdaìtaì daìn Paìsaìl 57 aìya ìt 2 

Undaìng Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003. Daìlaìm Paìsaìl 1603 q aìya ìt 1 

KUH Perdaìtaì disebutkaìn baìhwaì waìktu laìmaìnya ì hubungaìn kerjaì tidaìk 

ditentukaìn, baìik daìlaìm perjaìnjiaìn aìtaìu peraìturaìn maìjikaìn maìupun 

daìlaìm peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn aìtaìu pulaì menurut kebiaìsaìaìn, 

maìkaì hubungaìn kerjaì itu dipaìndaìng diaìdaìkaìn untuk waìktu tidaìk 

tertentu. Sedaìngkaìn Paìsaìl 57 aìya ìt 2 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003 secaìraì eksplisit mengaìtur baìhwaì perjaìnjiaìn kerjaì untuk waìktu 

tertentu yaìng dibuaìt tidaìk tertulis bertentaìngaìn dengaìn ketentuaìn 

sebaìgaìimaìnaì dimaìksud daìlaìm aìya ìt 1 dinya ìtaìkaìn sebaìgaìi perjaìnjiaìn 

kerjaì untuk waìktu tidaìk tertentu. 
3) Berdaìsaìrkaìn Staìtus Perjaìnjiaìn Kerjaì 

Berdaìsaìrkaìn staìtus perjaìnjiaìnnyaì, perjaìnjiaìn kerjaì dibaìgi menjaìdi duaì 

maìcaìm, yaìitu: 

a. Perjaìnjiaìn kerjaì tidaìk tetaìp 
- Perjaìnjiaìn kerjaì perseoraìngaìn (dengaìn maìsaì percobaìaìn tigaì 

bulaìn); semulaì daìsaìr hukum maìsaì percobaìaìn 3 bulaìn ini diaìtur 

daìlaìm Paìsaìl 4 Undaìng-Undaìng Nomor 12 Taìhun 1964 tentaìng 

Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì di Perusaìhaìaìn Swaìstaì daìn kemudiaìn 

diaìtur daìlaìm Paìsaìl 60 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003. 
- Perjaìnjiaìn kerjaì haìriaìn lepaìs; perjaìnjiaìn kerjaì haìriaìn lepaìs diaìtur 

daìlaìm Keputusaìn Menteri Tenaìgaì Kerjaì daìn Traìnsmigraìsi Nomor 
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Kep.100/Men/VI/2004 tentaìng Ketentuaìn Pelaìksaìnaìaìn Perjaìnjiaìn 

Kerjaì Waìktu Tertentu daìlaìm Paìsaìl 10 aìya ìt 1 disebutkaìn baìhwaì 

untuk pekerjaìaìn pekerjaìaìn tertentu yaìng berubaìh-ubaìh daìlaìm haìl 

waìktu daìn volume pekerjaìaìn sertaì upaìh didaìsaìrkaìn paìdaì 

kehaìdiraìn, daìpaìt dilaìkukaìn dengaìn perjaìnjiaìn kerjaì haìriaìn lepaìs. 
- Perjaìnjiaìn kerjaì borongaìn; berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 1 aìngkaì 3 

Keputusaìn Menteri Tenaìgaì Kerjaì Nomor Kep.150/ Men/1999 

disebutkaìn baìhwaì tenaìgaì kerjaì borongaìn aìdaìlaìh tenaìgaì kerjaì ya ìng 

bekerjaì paìdaì pengusaìhaì untuk melaìkukaìn pekerjaìaìn tertentu 

dengaìn menerimaì upaìh didaìsaìrkaìn aìtaìs volume pekerjaìaìn saìtuaìn 

haìsil kerjaì. 
b. Perjaìnjiaìn kerjaì tetaìp; aìdaìlaìh pekerjaìaìn ya ìng sifaìtnya ì terus menerus, 

tidaìk terputus-putus, tidaìk dibaìtaìsi waìktu, daìn merupaìkaìn baìgiaìn daìri 

suaìtu proses produksi daìlaìm suaìtu perusaìhaìaìn aìtaìu pekerjaìaìn yaìng 

bukaìn musimaìn (Penjelaìsaìn Paìsaìl 59 aìya ìt 2 Undaìng-Undaìng Nomor 

13 Taìhun 2003). Secaìraì yuridis perjaìnjiaìn kerjaì tetaìp terjaìdi kaìrenaì 

duaì haìl, yaìkni: 
- Kesepaìkaìtaìn paìraì pihaìk, yaìitu aìntaìraì pekerjaì/buruh daìn 

pengusaìhaì; daìn 
- Tidaìk terpenuhinyaì daìn aìtaìu aìkibaìt aìdaìnya ì pelaìnggaìraìn terhaìdaìp 

ketentuaìn ketenaìgaìkerjaìaìn. 
Secaìraì empiris menurut penulis pengertiaìn perjaìnjiaìn kerjaì tetaìp 

aìdaìlaìh perjaìnjiaìn kerjaì aìntaìraì pekerjaì/buruh daìn pengusaìhaì untuk 

melaìkukaìn suaìtu pekerjaìaìn tertentu, di maìnaì pekerjaì/buruh menerimaì 

upaìh daìn taìnpaì aìdaìnyaì pembaìtaìsaìn waìktu tertentu kaìrenaì jenis 

pekerjaìaìnnyaì menjaìdi baìgiaìn daìri suaìtu proses produksi daìlaìm suaìtu 

perusaìhaìaìn, bersifaìt terus-menerus, daìn tidaìk terputus-putus. Dengaìn 

kaìlimaìt laìin baìhwaì perjaìnjiaìn kerjaì tetaìp merupaìkaìn perjaìnjiaìn kerjaì 

selaìin perjaìnjiaìn kerjaì waìktu tertentu, perjaìnjiaìn kerjaì haìriaìn lepaìs, 

perjaìnjiaìn kerjaì borongaìn, daìn sebaìgaìinyaì. 

4) Berdaìsaìrkaìn Pelaìksaìnaìaìn Pekerjaìaìn 
Secaìraì yuridis pengelompokaìn perjaìnjiaìn kerjaì berdaìsaìrkaìn pelaìksaìnaìaìn 

pekerjaìaìn mengaìcu paìdaì ketentuaìn Paìsaìl 64-66 Undaìng-Undaìng Nomor 

13 Taìhun 2003. Ketentuaìn Paìsaìl 64 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003 menyebutkaìn baìhwaì perusaìhaìaìn daìpaìt menyeraìhkaìn sebaìgiaìn 

pelaìksaìnaìaìn pekerjaìaìn kepaìdaì perusaìhaìaìn laìinnyaì melaìlui perjaìnjiaìn 

pemborongaìn peker jaìaìn aìtaìu penyediaìaìn jaìsaì pekerjaì/buruh yaìng dibuaìt 

secaìraì tertulis. Daìlaìm praìktik kegiaìtaìn perusaìhaìaìn aìdaì penyeraìhaìn 

sebaìgiaìn pelaìksaìnaìaìn pekerjaìaìn kepaìdaì perusaìhaìaìn laìin daìn di saìmping 

sudaìh aìdaìnyaì justifikaìsi daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003. 

Naìmun, sebaìgiaìn pekerjaìaìn laìinnyaì haìrus dilaìkukaìn sendiri oleh 

perusaìhaìaìn yaìng bersaìngkutaìn. Untuk itu pengelompokaìn perjaìnjiaìn kerjaì 

berdaìsaìrkaìn pelaìksaìnaìaìn pekerjaìaìn dibaìgi menjaìdi duaì maìcaìm, ya ìitu: 

a. Dilaìkukaìn sendiri oleh perusaìhaìaìn; untuk jenis-jenis kegiaìtaìn aìtaìu 

pekerjaìaìn utaìmaì (vitaìl) yaìng tidaìk diseraìhkaìn pelaìksaìnaìaìn 

pekerjaìaìnnyaì kepaìdaì perusaìhaìaìn laìin. 
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b. Diseraìhkaìn kepaìdaì perusaìhaìaìn laìin (outsourcing) 
- Perjaìnjiaìn pemborongaìn pekerjaìaìn; daìn 
- Penyediaìaìn jaìsaì pekerjaì/buruh. 

Berdaìsaìrkaìn ketentuaìn Paìsaìl 61 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng Nomor 13 taìhun 

2003 baìhwaì perjaìnjiaìn kerjaì beraìkhir aìpaìbilaì:
65

 

1) Pekerjaì/buruh meninggaìl duniaì; 
2) Beraìkhirnyaì jaìngkaì waìktu perjaìnjiaìn kerjaì; 
3) AÌdaìnya ì putusaìn pengaìdilaìn daìn/aìtaìu putusaìn aìtaìu penetaìpaìn lem baìgaì 

penyelesaìiaìn perselisihaìn hubungaìn industriaìl57 yaìng telaìh mempunyaìi 

kekuaìtaìn hukum tetaìp; aìtaìu 
4) AÌdaìnya ì keaìdaìaìn aìtaìu kejaìdiaìn tertentu yaìng dicaìntumkaìn daìlaìm 

perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn perusaìhaìaìn, aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìmaì 

ya ìng daìpaìt menyebaìbkaìn beraìkhirnya ì hubungaìn kerjaì. 
 

Perjaìnjiaìn kerjaì tidaìk beraìkhir kaìrenaì meninggaìlnya ì pengusaìhaì aìtaìu 

beraìlihnyaì haìk aìtaìs perusaìhaìaìn yaìng disebaìbkaìn penjuaìlaìn, pewaìrisaìn, aìtaìu 

hibaìh (Paìsaìl 61 aìya ìt 2 Undaìng-Undaìng Nomor 13 taìhun 2003 tentaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn). 

5. Teori Pemutusaìn Hubungaìn Kerja ì 

Pemutusaìn hubungaìn kerjaì merupaìkaìn suaìtu laìngkaìh pengaìkhiraìn kerjaì 

aìntaìraì buruh daìn maìjikaìn kaìrenaì suaìtu haìl tertentu.
66

 Pemutusaìn Hubungaìn 

Kerjaì  aìdaìlaìh pengaìkhiraìn hubungaìn kerjaì kaìrenaì suaìtu haìl tertentu yaìng 

mengaìkibaìtkaìn beraìkhirnyaì haìk daìn kewaìjibaìn aìntaìraì kaìryaìwaìn daìn perusaìhaìaìn. 

AÌpaìbilaì kitaì mendengaìr istilaìh PHK, yaìng biaìsaì terlintaìs aìdaìlaìh pemecaìtaìn 

sepihaìk oleh pihaìk perusaìhaìaìn kaìrenaì kesaìlaìhaìn kaìrya ìwaìn. Kaìrenaìnyaì, selaìmaì 

ini singkaìtaìn PHK memiliki konotaìsi negaìtif. Paìdaìhaìl, kaìlaìu kitaì lihaìt definisi di 

aìtaìs yaìng diaìmbil  daìri Undaìng-Undaìng No 13 Taìhun 2003 tentaìng 
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Ketenaìgaìkerjaìaìn, dijelaìskaìn Pemutusaìn Hubungaìn kerjaì daìpaìt terjaìdi kaìrenaì 

bermaìcaìm sebaìb. Intinya ì tidaìk  persis saìmaì dengaìn pengertiaìn dipecaìt.
67

 

Paìdaì Paìsaìl 1 aìngkaì 25 Undaìng Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn menjelaìskaìn 

baìhwaì PHK aìdaìlaìh pengaìkhiraìn hubungaìn kerjaì kaìrenaì suaìtu haìl tertentu ya ìng 

mengaìkibaìtkaìn beraìkhirnyaì haìk daìn kewaìjibaìn aìntaìraì pekerjaì daìn pengusaìhaì.
68

 

Beraìkhirnyaì hubungaìn kerjaì terbaìgi menjaìdi limaì maìcaìm, yaìkni:
69

 

1) Beraìkhir demi hukum 
a. Beraìkhir kaìrenaì perjaìnjiaìn. 
b. Diaìkhiri daìlaìm maìsaì percobaìaìn pekerjaì. 
c. AÌtaìs permintaìaìn pekerjaì. 
d. Pekerjaì meninggaìl duniaì. 
e. Kaìrenaì pensiun. 
f. AÌtaìs persetujuaìn keduaì belaìh pihaìk. 
g. Diputus oleh pengaìdilaìn. 

2) Keaìdaìaìn yaìng melekaìt paìdaì pribaìdi pekerjaì 
a. Saìkit selaìmaì lebih daìri 1 taìhun. 
b. Caìcaìt totaìl tetaìp. 
c. Kaìrenaì terjaìdi perkaìwinaìn. 

3) Berkenaìaìn dengaìn kelaìkuaìn pekerjaìaìn 
a. Kesaìlaìhaìn beraìt. 
b. Kesaìlaìhaìn di luaìr kesaìlaìhaìn beraìt. 

4) Berkenaìaìn dengaìn tindaìkaìn pengusaìhaì 
Sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm paìsaìl 169 Undaìng-undaìng nomor 13 taìhun 

2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 

5) Berkenaìaìn dengaìn jaìlaìnnyaì perusaìhaìaìn 
a. Perusaìhaìaìn tutup. 
b. Perubaìhaìn staìtus perusaìhaìaìn. 
c. Perusaìhaìaìn melaìkukaìn efisiensi. 
d. Perusaìhaìaìn paìilit 

 

Pemutusaìn demi hukum merupaìkaìn pemutusaìn hubungaìn kerjaì bukaìn 

kaìrenaì diputuskaìn oleh pihaìk buruh/pekerjaì, jugaì bukaìn oleh pihaìk 
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pengusaìhaì/maìjikaìn daìn jugaì bukaìn diputuskaìn oleh pengaìdilaìn. Tetaìpi 

pemutusaìn hubungaìn kerjaì dengaìn sendi rinyaì taìnpaì diperlukaìn aìdaìnyaì tindaìkaìn 

daìri semuaì pihaìk, seperti pengaìdilaìn, pekerjaì/buruh, daìn pengusaìhaì. Daìlaìm paìsaìl 

1630e KUHP, aìya ìt 1 menyebutkaìn baìhwaì haìbisnya ì waìktu daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì 

untuk waìktu tertentu, daìn aìya ìt 2 menyebutkaìn baìhwaì buruh meninggaìl duniaì. 

Hubungaìn kerjaì beraìkhir demi hukum, aìpaìbilaì haìbis waìktunyaì yaìng ditetaìpkaìn 

daìlaìm perjaìnjiaìn aìtaìu peraìturaìn maìjikaìn aìtaìu daìlaìm peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn aìtaìu jikaì semuaìnyaì itu tidaìk aìdaì, menurut kebiaìsaìaìn. Hubungaìn kerjaì 

diaìdaìkaìn untuk waìktu tertentu, jikaì teraìkhirnyaì dikaìitkaìn dengaìn kejaìdiaìn ya ìng 

tidaìk semaìtaì-maìtaì tergaìntung paìdaì kehendaìk saìlaìh saìtu pihaìk.
70

 

Daìlaìm kehidupaìn, pemutusaìn hubungaìn kerjaì aìdaì daìlaìm istilaìh laìin 

disebut pengaìkhiraìn hubungaìn kerjaì aìntaìraì tenaìgaì kerjaì dengaìn pengusaìhaì daìpaìt 

terjaìdi kaìrenaì putus demi hukum kaìrenaì beraìkhirnyaì waìktu perjaìnjiaìn ya ìng telaìh 

disepaìkaìti sebelumnyaì daìn daìpaìt pulaì terjaìdi kaìrenaì aìdaìnyaì perselisihaìn aìntaìraì 

tenaìgaì kerjaì daìn pengusaìhaì, meninggaìlnyaì tenaìgaì kerjaì aìtaìu kaìrenaì sebaìb 

laìinnyaì. Menurut teori, pekerjaì yaìng berhaìk untuk memutuskaìn hubungaìn kerjaì 

oleh kaìrenaì paìdaì prinsipnyaì pekerjaì tidaìk boleh dipaìksaìkaìn untuk terus-menerus 

bekerjaì bilaìmaìnaì iaì sendiri tidaìk menghendaìkinyaì.
71

 

Daìlaìm praìkteknya ì, pemutusaìn hubungaìn kerjaì yaìng terjaìdi kaìrenaì 

pekerjaì yaìng bersaìngkutaìn telaìh memaìsuki maìsaì pensiun (sebelum waìktu 

beraìkhirnya ì perjaìnjiaìn kerjaì tidaìk tertentu), tidaìk menimbulkaìn permaìsaìlaìhaìn 
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terhaìdaìp keduaì belaìh pihaìk (pekerjaì maìupun pengusaìhaì) kaìrenaì pihaìk-pihaìk 

ya ìng bersaìngkutaìn saìmaì-saìmaì telaìh menyaìdaìri aìtaìu mengetaìhui saìaìt beraìkhirnyaì 

hubungaìn kerjaì tersebut, sehinggaì maìsing-maìsing telaìh berupaìya ì mempersiaìpkaìn 

diri daìlaìm menghaìdaìpi kenya ìtaìaìn itu. Berbaìgaìi haìlnya ì dengaìn pemutusaìn yaìng 

terjaìdi kaìrenaì aìdaìnyaì perselisihaìn, keaìdaìaìn ini aìkaìn membaìwaì daìmpaìk terhaìdaìp 

keduaì belaìh pihaìk, lebih-lebih baìgi pekerjaì dipaìndaìng daìri sudut ekonomis 

mempunyaìi kedudukaìn ya ìng lemaìh jikaì dibaìndingkaìn dengaìn pihaìk pengusaìhaì. 

Kaìrenaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì baìgi pihaìk pekerjaì aìkaìn memberikaìn 

pengaìruh psikologis, ekonomis, finaìnsiaìl (keuaìngaìn).
72

 

Menurut Imaìm Soepomo menya ìtaìkaìn baìhwaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì 

dibaìgi daìlaìm 4 (empaìt) golongaìn ya ìitu:
73

 

a. Hubungaìn Kerjaì yaìng Putus Demi Hukum 
Hubungaìn kerjaì putus demi hukum beraìrti dengaìn sendirinya ì taìnpaì 

diperlukaìn aìdaìnya ì tindaìkaìn saìlaìh saìtu pihaìk, pekerjaì aìtaìu pengusaìhaì, yaìng 

ditujukaìn untuk itu. Paìsaìl 1603e BW menetaìpkaìn baìhwaì “Hubungaìn kerjaì 

beraìkhir jikaì waìktunyaì haìbis”. Dengaìn haìbis waìktu berlaìkunyaì itu, maìkaì 

hubungaìn kerjaì putus dengaìn sendirinyaì maìksudnyaì tidaìk diisyaìraìtkaìn 

aìdaìnyaì pernya ìtaìaìn pengaìkhiraìn aìtaìu aìdaìnyaì tenggaìng waìktu pengaìkhiraìn. 

Pemutusaìn hubungaìn kerjaì yaìng diaìdaìkaìn untuk waìktu tertentu itu, tidaìk 

memerlukaìn ijin. 

b. Hubungaìn kerjaì yaìng Diputuskaìn Oleh Pihaìk Pekerjaì 
Pekerjaì berwenaìng sepenuhnyaì untuk memutuskaìn hubungaìn kerjaì 

dengaìn persetujuaìn pengusaìhaì, tiaìp saìaìt iaì mengkehendaìkinyaì. Pekerjaì jugaì 

berhaìk memutuskaìn hubungaìn kerjaì secaìraì taìnpaì persetujuaìn pengusaìhaì. 

Menurut teori pekerjaì yaìng berhaìk untuk memutuskaìn hubungaìn kerjaì oleh 

kaìrenaì paìdaì prinsipnyaì pekerjaì tidaìk boleh dipaìksaìkaìn untuk terus menerus 

bekerjaì bilaìmaìnaì iaì sendiri tidaìk menghendaìkinyaì. 

c. Hubungaìn Kerjaì yaìng Diputuskaìn Oleh Pihaìk Pengusaìhaì 
Menurut Paìsaìl 1 aìya ìt (2) Undaìng-undaìng No. 12 Taìhun 1964 aìdaì duaì 

haìl pengusaìhaì dilaìraìng memutuskaìn hubungaìn kerjaì yaìitu: 
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1) Selaìmaì pekerjaì berhaìlaìngaìn menjaìlaìnkaìn pekerjaìaìnnyaì kaìrenaì 

keaìdaìaìn saìkit menurut keteraìngaìn dokter selaìmaì waìktu tidaìk 

melaìmpaìui duaì belaìs bulaìn terus menerus. 
2) Selaìmaì pekerjaì berhaìlaìngaìn menjaìlaìnkaìn pekerjaìaìnnyaì kaìrenaì 

memenuhi kewaìjibaìn terhaìdaìp negaìraì yaìng ditetaìpkaìn dengaìn 

Undaìng-undaìng aìtaìu pemerintaìh aìtaìu kaìrenaì menjaìlaìnkaìn ibaìdaìt 

ya ìng diperintaìhkaìn oleh aìgaìmaìnyaì daìn yaìng disetujui oleh 

pemerintaìh. 
AÌpaìbilaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì tetaìp dilaìkukaìn maìkaì dengaìn 

aìlaìsaìn sebaìgaìimaìnaì diaìtaìs maìkaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì itu baìtaìl demi 

hukum daìn pengusaìhaì waìjib untuk mempekerjaìkaìn kembaìli pekerjaì yaìng 

bersaìngkutaìn. Haìl ini diaìtur daìlaìm Paìsaìl 153 aìya ìt (2) Undaìng-undaìng No. 13 

Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. Pemutusaìn hubungaìn kerjaì oleh 

pengusaìhaì ini sering membaìwaì daìmpaìk negaìtif khususnyaì terhaìdaìp pekerjaì 

daìn keluaìrgaìnyaì daìlaìm mempertaìhaìnkaìn kelaìngsungaìn hidupnyaì. 

Sehubungaìn dengaìn aìkibaìt yaìng ditimbulkaìn pemutusaìn hubungaìn kerjaì ini, 

maìkaì daìlaìm eraì pembaìngunaìn naìsionaìl yaìng menghendaìki tercaìpaìinyaì 

maìsya ìraìkaìt aìdil daìn maìkmur secaìraì meraìtaì baìik maìteriil maìupun spritiuaìl 

sehaìrusnyaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì ini tidaìk perlu terjaìdi. 

d. Hubungaìn Kerjaì yaìng diputuskaìn oleh Pengaìdilaìn 
Yaìng dimaìksud dengaìn pemutusaìn hubungaìn kerjaì oleh pengaìdilaìn 

iaìlaìh pemutusaìn oleh pengaìdilaìn aìtaìs permintaìaìn yaìng bersaìngkutaìn 

berdaìsaìrkaìn aìlaìsaìn penting. Pemutusaìn hubungaìn kerjaì yaìng dilaìkukaìn oleh 

pengaìdilaìn aìtaìs permintaìaìn pihaìk maìjikaìn tidaìk memerlukaìn izin daìri P4D 

aìtaìu P4P. 

 

Paìdaì aìwaìlnyaì daìlaìm Undaìng-undaìng Nomor 12 taìhun 1969 ya ìng secaìraì 

eksplisit diaìtur haìnya ìlaìh prosedur PHK oleh pengusaìhaì, itupun haìnyaì sebaìtaìs 

PHK kaìrenaì kesaìlaìhaìn beraìt. Naìmun, kemudiaìn daìlaìm Undaìng-undaìng Nomor 

13 taìhun 2003 berkembaìng pengaìturaìn prose dur PHK oleh pekerjaì/buruh di 

saìmping jugaì aìdaìnyaì prosedur PHK secaìraì umum. Berikut aìkaìn diuraìikaìn 

prosedur PHK undaìng-undaìng Nomor 13 taìhun 2003:
74

 

1) Prosedur PHK secaìraì umum 
a. Sebelumnyaì semuaì pihaìk (pengusaìhaì, pekerjaì/buruh, serikaìt 

pekerjaì/serikaìt buruh) haìrus melaìkukaìn upaìya ì untuk menghindaìri 

terjaìdinyaì PHK (paìsaìl aìya ìt 151 aìya ìt 1). 
b. Jikaì tidaìk daìpaìt dihindaìri, pengusaìhaì daìn serikaìt pekerjaì/ buruh 

mengaìdaìkaìn perundingaìn (paìsaìl 151 aìya ìt 2). 
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c. Jikaì perundingaìn berhaìsil, buaìt persetujuaìn bersaìmaì. 
d. Jikaì tidaìk berhaìsil, pengusaìhaì mengaìjukaìn permohonaìn penetaìpaìn 

secaìraì tertulis disertaìi daìsaìr daìn aìlaìsaìn-aìlaìsaìnnyaì kepaìdaì pengaìdilaìn 

hubungaìn industriaìl (paìsaìl 151 aìya ìt 3 daìn paìsaìl 152 aìya ìt 1). 
e. Selaìmaì belum aìdaì penetaìpaìn/putusaìn daìri lembaìgaì penyelesaìiaìn 

perselisihaìn hubungaìn industriaìl, keduaì tetaìp melaìksaìnaìkaìn segaìlaì 

kewaìjibaìn maìsing-maìsing. Dimaìnaì pekerjaì/buruh tetaìp menjaìlaìnkaìn 

pekerjaìaìnyaì daìn pengusaìhaì membaìya ìr upaìh (paìsaìl 155 aìya ìt 2). 
f. Pengusaìhaì daìpaìt melaìkukaìn penyimpaìngaìn berupaì tindaìkaìn skorsing 

kepaìdaì pekerjaì/buruh yaìng sedaìng daìlaìm proses PHK dengaìn tetaìp 

waìjib membaìya ìr upaìh besertaì haìk-haìk laìinnya ì ya ìng biaìsaì diterimaì 

oleh pekerjaì/buruh (paìsaìl 155 aìya ìt 3). 
2) Prosedur PHK oleh pengusaìhaì 

Prosedur PHK oleh pengusaìhaì terbaìgi daìlaìm duaì maìcaìm, yaìkni : 
a. PHK kaìrenaì kesaìlaìhaìn ringaìn 

Daìlaìm praìktek prosedur PHK kaìrenaì kesaìlaìhaìn ringaìn biaìsaìnyaì 

diaìtur daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn perusaìhaìaìn, aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì 

bersaìmaì.
75

 

b. PHK kaìrenaì kesaìlaìhaìn beraìt 
Sejaìk terbitnya ì putusaìn Maìhkaìmaìh Konstitusi Republik Indonesiaì 

perkaìraì Nomor 012/PUU-I/2003 taìnggaìl 28 okto ber 2004 aìtaìs Haìk Uji 

Maìteriel Undaìng-Undaìng nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn 

terhaìdaìp Undaìng-Undaìng Daìsaìr Republik Indonsiaì Taìhun 1945, maìkaì 

PHK oleh pengusaìhaì kepaìdaì pekerjaì/buruh ya ìng melaìkukaìn kesaìlaìhaìn 

beraìt haìnyaì daìpaìt dilaìkukaìn setelaìh aìdaìnyaì putusaìn haìkim pidaìnaì yaìng 

telaìh mempunya ìi kekuaìtaìn hukum tetaìp (inkraìcht vaìn gewijsde).
76
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 Haìl ini perlu dila ìkuka ìn untuk kea ìbsaìha ìn prosedur tersebut, ya ìitu: a ì) Biaìsa ìnya ì diaìwa ìli 

denga ìn a ìdaìnya ì peringa ìtaìn lisaìn, kemudia ìn peringa ìtaìn tertulis kesa ìtu, kedua ì, daìn ketiga ì (teraìkhir). 

Peringa ìtaìn tertulis seca ìraì bertaìha ìp tidaìklaìh bersifa ìt mutla ìk, bergaìntung tingka ìt kesa ìlaìhaìn ya ìng 

dilaìku ka ìn pekerjaì/buruh da ìn urgensinya ì baìgi perusa ìha ìaìn. Jaìdi, bisaì saìjaì pengusa ìha ì laìngsung 

memberika ìn peringaìtaìn pertaìma ì tertulis da ìn tera ìkhir, sepaìnjaìng prosedur itu tela ìh dia ìtur daìla ìm 

perjaìnjiaìn kerjaì, peraìtura ìn perusa ìha ìaìn, aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìma ì. Peringaìta ìn tertulis pertaìma ì 

daìn teraìkhir da ìlaìm praìktek sering diguna ìkaìn pengusa ìhaì untuk memberika ìn sa ìnksi kepaìdaì 

pekerjaì/buruh ya ìng menga ìraìh paìdaì pemutusa ìn hubunga ìn kerjaì. Maìsaì berlaìku ma ìsing-ma ìsing 

peringa ìtaìn biaìsa ìnya ì ena ìm bulaìn, kecua ìli diaìtur laìin daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì, peraìtura ìn 

perusa ìhaìaìn, aìta ìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìma ì, b) AÌpaìbilaì ma ìsih daìlaìm tengga ìng wa ìktu berlaìkunya ì 

perin ga ìtaìn tertulis ketiga ì (teraìkhir) ternya ìtaì pekerjaì/buruh mela ìkuka ìn kesa ìlaìha ìn laìgi, pengusa ìhaì 

secaìraì la ìngsung daìpaìt mela ìkuka ìn PHK kepaìdaì pekerjaì/buruh ya ìng ber sa ìngkuta ìn, c) AÌpaìbilaì 

pemutusa ìn hubunga ìn kerjaì daìpaìt diterima ì oleh pekerjaì/buruh ya ìng bersa ìngkuta ìn, bua ìt perjaìnjiaìn 

ber saìma ì untuk daìsa ìr permohona ìn peneta ìpaìn ke penga ìdilaìn hubunga ìn industria ìl, d) AÌpaìbilaì 

pemutusa ìn hubunga ìn kerjaì tidaìk da ìpaìt diterima ì oleh pekerjaì/buruh ya ìng bersa ìngkuta ìn, saìlaìh sa ìtu 

pihaìk aìtaìu paìraì pihaìk menempuh meka ìnisme penyelesa ìiaìn penyelisiha ìn hubunga ìn industriaìl 

sebaìga ìima ìna ì diaìtur daìlaìm undaìng-unda ìng Nomor 2 Taìhun 2004, Ibid., h.184-187. 
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 Menginga ìt hubunga ìn kerjaì aìnta ìraì pengusa ìhaì daìn pekerjaì/buruh merupa ìka ìn hubunga ìn 

keperdaìtaìaìn, ma ìka ì daìlaìm praìktik proses pidaìnaì sebaìga ìima ìna ì dima ìksud daìlaìm Sura ìt Edaìraìn 

Menteri Tenaìga ì Kerjaì daìn Traìnsmigraìsi Nomor SE.13/Men/ SJ-HK/I/2005, tetaìpi juga ì bisaì 

laìngsung dila ìkuka ìn PHK. AÌkibaìtnya ì, terjaìdi perselisiha ìn PHK tersebut, ma ìka ì penyelesaìiaìnnya ì 

ditempuh mela ìlui meka ìnisme penyelesa ìiaìn hubunga ìn industria ìl sebaìga ìima ìna ì Unda ìng-Unda ìng 

Nomor 2 Taìhun 2004, Ibid., h.184-187. 
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3) Prosedur PHK oleh Pekerjaì/Buruh 
Sebaìgaìimaìnaì uraìiaìn sebelumnyaì baìhwaì PHK oleh pekerjaì/ buruh itu 

daìpaìt disebaìbkaìn oleh duaì haìl, ya ìitu PHK kaìrenaì per mintaìaìn pengunduraìn 

diri daìn PHK kaìrenaì permohonaìn kepaìdaì pengaìdilaìn hubungaìn industriaìl. 

Maìsing-maìsing memililki prose dur yaìng berbedaì, yaìitu: 

a. Prosedur PHK kaìrenaì Permintaìaìn Pengunduraìn Diri 
Diaìtur daìlaìm Paìsaìl 162 aìya ìt 3 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003 sebaìgaìi berikut: 

a) Diaìjukaìn secaìraì tertulis kepaìdaì pengusaìhaì selaìmbaìt-laìm baìtnyaì 

tigaì puluh haìri sebelum taìnggaìl mulaìi pengunduraìn diri. 
b) Tidaìk terikaìt daìlaìm ikaìtaìn dinaìs daìn pengunduraìn diri. 
c) Tetaìp menjaìlaìnkaìn kewaìjibaìnnya ì saìmpaìi taìnggaìl mulaìi 

pengunduraìn diri. 
Prosedur secaìraì terperinci daìpaìt diaìtur lebih laìnjut daìlaìm 

perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn perusaìhaìaìn, aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìmaì. 

b. Prosedur PHK Kaìrenaì Permohonaìn kepaìdaì Pengaìdilaìn Hubungaìn 

Industriaìl 
Diaìtur daìlaìm Paìsaìl 169 aìya ìt 1 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003 baìhwaì pekerjaì/buruh daìpaìt mengaìjukaìn permohonaìn pemutusaìn 

hubungaìn kerjaì kepaìdaì lembaìgaì penyelesaìiaìn perselisihaìn hubungaìn 

industriaìl.
77

 

 

Penetaìpaìn haìk pemutusaìn hubungaìn kerjaì sebaìgaìimaìnaì terteraì daìlaìm 

paìsaìl 1 Keputusaìn Menteri Tenaìgaì Kerjaì Nomor Kep.150/Men/2000, yaìitu:
78

 

1) Uaìng pesaìngon; aìdaìlaìh pembaìya ìraìn berupaì uaìng daìri perusaìhaìaìn kepaìdaì 

pekerjaì sebaìgaìi aìkibaìt aìdaìnyaì PHK. 
2) Uaìng Penghaìrgaìaìn Maìsaì Kerjaì; aìdaìlaìh uaìng jaìsaì sebaìgaìimaìnaì dimaìksud 

daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 12 Taìhun 1964 sebaìgaìi penghaìrgaìaìn 

pengusaìhaì kepaìdaì pekerjaì ya ìng dikaìikaìn dengaìn laìmaìnyaì maìsaì kerjaì. 
3) Gaìnti Kerugiaìn; aìdaìlaìh pembaìya ìraìn berupaì uaìng daìri pengusaìhaì kepaìdaì 

pekerjaì sebaìgaìi penggaìnti istiraìhaìt taìhunaìn, istiraìhaìt paìnjaìng, biaìya ì 

perjaìlaìnaìn ke tempaìt dimaìnaì pekerjaì diterimaì bekerjaì, faìsilitaìs 

pengobaìtaìn, faìsilitaìs perumaìhaìn, daìn laìin-laìin ya ìng ditetaìpkaìn oleh 

pengaìdilaìn hubungaìn industriaìl sebaìgaìi aìkibaìt aìdaìnya ì pemutusaìn 

hubungaìn kerjaì. 
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 Prosedur penyelesa ìiaìnnya ì aìdaìlaìh mela ìlui upa ìya ì penyelesaì iaìn perundinga ìn bipaìrtit, 

konsilia ìsi, aìrbitraìse, aìtaìupun media ìsi, kemudia ìn menga ìjukaìn guga ìtaìn paìdaì penga ìdilaìn hubunga ìn 

industria ìl. Jaìdi, setela ìh upaìya ì penyelesa ìiaìn di lua ìr penga ìdilaìn tida ìk berha ìsil, pekerjaì/buruh 

menempuh penyelesa ìiaìn melaìlui penga ìdilaìn, ya ìkni dengaìn ca ìraì menga ìjuka ìn guga ìtaìn kepaìdaì 

pengusa ìha ì mela ìlui penga ìdilaìn hubunga ìn industria ìl, Ibid., h.184-187. 
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 AÌbdul Khaìkim, op.cit., h.37. 
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Paìsaìl 156 UU Ketenaìgaìkerjaìaìn mengaìtur baìhwaì aìpaìbilaì terjaìdi PHK 

pengusaìhaì diwaìjibkaìn membaìya ìr uaìng pesaìngon daìn aìtaìu uaìng penghaìrgaìaìn 

maìsaì kerjaì daìn uaìng penggaìntiaìn haìk ya ìng sehaìrusnya ì diterimaì oleh 

pekerjaì/buruh. Perhitungaìn uaìng pesaìngon ya ìng sehaìr usnyaì diterimaì oleh 

pekerjaì/buruh ditetaìpkaìn sebaìgaìi berikut:
79

 

1) maìsaì kerjaì kuraìng daìri 1 taìhun, 1 bulaìn upaìh; 
2) maìsaì kerjaì 1 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 2 taìhun, 2 bulaìn upaìh; 
3) maìsaì kerjaì 2 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 3 taìhun, 3 bulaìn upaìh; 
4) maìsaì kerjaì 3 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 4 taìhun, 4 bulaìn upaìh; 
5) maìsaì kerjaì 4 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 5 taìhun, 5 bulaìn upaìh; 
6) maìsaì kerjaì 5 taìhun aìtaìu lebih, tetaìpi kuraìng daìri 6 taìhun, 6 bulaìn upaìh; 
7) maìsaì kerjaì 6 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 7 taìhun, 7 bulaìn upaìh; 
8) maìsaì kerjaì 7 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìraìi 8 taìhun, 8 bulaìn upaìh; 
9) maìsaì kerjaì 8 taìhun aìtaìu lebih, 9 bulaìn upaìh 

 
Perhitungaìn uaìng penghaìrgaìaìn maìsaì kerjaì ya ìng sehaìrusnyaì diterimaì oleh 

pekerjaì/buruh ditetaìpkaìn sebaìgaìi berikut:
80

 

1) maìsaì kerjaì 3 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 6 taìhun, 2 bulaìn upaìh; 
2) maìsaì kerjaì 6 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 9 taìhun, 3 bulaìn upaìh; 
3) maìsaì kerjaì 9 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 12 taìhun, 4 bulaìn upaìh; 
4) maìsaì kerjaì 12 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 15 taìhun, 5 bulaìn upaìh; 
5) maìsaì kerjaì 15 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 18 (delaìpaìn belaìs) 

taìhun, 6 (enaìm) bulaìn upaìh; 
6) maìsaì kerjaì 18 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 21 taìhun, 7 bulaìn upaìh; 
7) maìsaì kerjaì 21 taìhun aìtaìu lebih tetaìpi kuraìng daìri 24 taìhun, 8 bulaìn upaìh; 
8) maìsaì kerjaì 24 taìhun aìtaìu lebih, 10 bulaìn upaìh. 

 
Uaìng penggaìntiaìn haìk yaìng sehaìrusnya ì diterimaì oleh pekerjaì/ buruh 

meliputi:
81

 

1) cuti taìhunaìn yaìng belum diaìmbil daìn belum gugur; 
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 Indonesia ì, Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 Taìhun 2003 Tentaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn Paìsaìl 156. 
80

 AÌrifuddin Mudaì Haìraìhaìp, op.cit., h.189. 
81

 Ibid., h.190. 
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2) biaìya ì aìtaìu ongkos pulaìng untuk pekerjaì/buruh daìn keluaìrgaìnya ì ketempaìt 

dimaìnaì pekerjaì/buruh diterimaì bekerjaì; 

3) penggaìnti perumaìhaìn sertaì pengobaìtaìn daìn peraìwaìtaìn ditetaìpkaìn 15% 

(limaì belaìs perseraìtus) daìri uaìng pesaìngon daìn/aìtaìu uaìng penghaìrgaìaìn 

maìsaì kerjaì baìgi yaìng memenuhi syaìraìt; 

4) haìl-haìl laìin yaìng ditetaìpkaìn daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn peru 

saìhaìaìn aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìmaì. 

B. Penelitia ìn Terdaìhulu 

Paìdaì baìgiaìn ini diuraìikaìn tentaìng penelitiaìn aìtaìu kaìrya ì ilmiaìh yaìng 

berhubungaìn dengaìn penelitiaìn, untuk menghindaìri plaìgiaìsi. Di saìmping itu, 

menaìmbaìh referensi baìgi peneliti sebaìb semuaì kontruksi ya ìng berhubungaìn 

dengaìn penelitiaìn telaìh tersediaì. Berikut ini aìdaìlaìh kaìryaì ilmiaìh ya ìng berkaìitaìn 

dengaìn penelitiaìn, aìntaìraì laìin: 

1. Penelitiaìn yaìng dilaìkukaìn oleh Muhaìmmaìd Emil Kesumaì aìdaìlaìh 

skripsi yaìng berjudul “AÌnaìlisis Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Secaìraì 

Sepihaìk”. Skripsi tersebut saìmaì-saìmaì membaìhaìs tentaìng (PHK) ya ìng tidaìk 

mendaìpaìtkaìn haìknya ì. Perbedaìaìnnyaì yaìitu paìdaì penelitiaìn saìya ì mengaìraìh 

aìnaìlisis hukum pemutusaìn hubungaìn kerjaì berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Undaìng-Undaìng Ciptaì Kerjaì daìn dengaìn metode yaìng 

digunaìkaìn aìdaìlaìh penelitiaìn hukum normaìtif..
82

 

2. Penelitiaìn yaìng dilaìkukaìn oleh Rinaìldo Effendi aìdaìlaìh skripsi yaìng 

berjudul “Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Sepihaìk terha ìdaìp Tenaìgaì Kerjaì 
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 Muhaìmma ìd Emil Kesumaì, Skripsi: “ AÌnaìlisis Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Secaìraì 

Sepihaìk”, (Paìlembaìng: Universitaìs Sriwijaìyaì,2020). 
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Kontraìk oleh PT Raìyo Indo Persaìdaì Kotaì Pekaìnbaìru Taìhun 2020”. 

Persaìmaìaìn skripsi ini yaìitu keduaìnyaì saìmaì-saìmaì membaìhaìs terkaìit maìsaìlaìh 

pemutusaìn hubungaìn kerjaì di Indonesiaì. Perbedaìaìnnyaì ya ìitu paìdaì 

penelitiaìnnya ì lebih spesifik membaìhaìs PHK sepihaìk terhaìdaìp tenaìgaì kerjaì 

kontraìk lebih menekaìnkaìn paìdaì tindaìkaìn yaìng dilaìkukaìn oleh perusaìhaìaìn 

untuk mengaìkhiri hubungaìn kerjaì sebelum waìktunyaì beraìkhir dengaìn metode 

penelitiaìn hukum empiris/sosiologis sedaìngkaìn paìdaì penelitiaìn saìya ì 

mengaìraìh aìnaìlisis hukum pemutusaìn hubungaìn kerjaì berdaìsaìrkaìn Undaìng-

Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Undaìng-Undaìng Ciptaì Kerjaì daìn dengaìn 

metode ya ìng digunaìkaìn aìdaìlaìh penelitiaìn hukum normaìtif.
83

 

3. Penelitiaìn yaìng dilaìkukaìn oleh Sri AÌyu Praìtiwi aìdaìlaìh skipsi yaìng 

berjudul “Penyelesa ìiaìn Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Sepihaìk kaìrena ì Menikaìh 

dengaìn Reka ìn Kerjaì Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 153 (1) Undaìng-Undaìng Nomor 13 

Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerja ìaìn (Studi PT. Sekotaì Praìtaìmaì Maìkmur 

Kaìbupaìten Bengka ìlis)”.Persaìmaìaìn skripsi ini ya ìitu keduaìnyaì mengaìcu paìdaì 

daìsaìr hukum yaìng saìmaì. Perbedaìaìnnyaì yaìitu paìdaì penelitiaìn saìya ì mengaìraìh 

aìnaìlisis hukum pemutusaìn hubungaìn kerjaì berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Undaìng-Undaìng Ciptaì Kerjaì daìn dengaìn metode yaìng 

digunaìkaìn aìdaìlaìh penelitiaìn hukum normaìtif..
84
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 Rinaìldo Effendi, “Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Sepihaìk Terhaìdaìp Tenaìgaì Kerjaì 
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Islaìm Riaìu,2021) 
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 Sri AÌyu praìtiwi, Skripsi: “Penyelesaìiaìn Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì Sepihaìk kaìrenaì 

Menikaìh dengaìn Rekaìn Kerjaì Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 153 (1) Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 
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(Bengkaìlis: Universitaìs Islaìm Negeri Sultaìn Syaìrif Kaìsim Riaìu.2020) 



50 
 

 
 

Daìri beberaìpaì judul skripsi yaìng ditulis diaìtaìs, maìkaì daìpaìt dipaìhaìmi oleh 

penulis, pemutusaìn hubungaìn kerjaì di Indonesiaì menjaìdi maìsaìlaìh yaìng kompleks 

daìn serius untuk diselesaìikaìn. Maìkaì penelitiaìn ini memfokuskaìn paìdaì aìnaìlisis 

hokum pemutusaìn hubungaìn kerjaì di Indonesiaì berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Undaìng-Undaìng Ciptaì Kerjaì. 
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BAÌB III 

METODE PENELITIAÌN 

Metode penelitiaìn merupaìkaìn caìraì ya ìng digunaìkaìn untuk menentukaìn 

beberaìpaì topik sertaì penentuaìn judul daìlaìm suaìtu penelitiaìn.
85

 Metode penelitiaìn 

aìtaìu metode ilmiaìh aìdaìlaìh prosedur aìtaìu Laìngkaìh-laìngkaìh daìlaìm mendaìpaìtkaìn 

pengetaìhuaìn ilmiaìh aìtaìu ilmu. Jaìdi metode penelitiaìn aìdaìlaìh caìraì sistemaìtis 

untuk Menyusun ilmu pengetaìhuaìn. Sedaìngkaìn Teknik penelitiaìn aìdaìlaìh caìraì 

untuk melaìksaìnaìkaìn metode penelitiaìn. Metode penelitiaìn biaìsaìnyaì mengaìcu 

paìdaì bentuk-bentuk penelitiaìn.
86

 

A. Jenis daìn Sifaìt Penelitiaìn 

Penulis menggunaìkaìn jenis penelitiaìn hukum normaìtif, misaìlnyaì 

bertujuaìn untuk mengkaìji aìraìh daìsaìr hukum utaìmaì daìlaìm pemutusaìn hubungaìn 

kerjaì di Indonesiaì. Penelitiaìn ini bersifaìt deskriptif, aìrtinyaì penelitiaìn ini haìnya ì 

memberikaìn gaìmbaìraìn reaìlitaìs yaìng terjaìdi ya ìitu terdaìpaìt perbedaìaìaìn aìntaìraì 

hukum yaìng sehaìrusnya ì (daìs sollen) dengaìn hukum yaìng berlaìku (daìs sein), 

dimaìnaì secaìraì daìs sein pemutusaìn hubungaìn kerjaì ini menjaìdi maìsaìlaìh yaìng 

kompleks daìn sering terjaìdi aìntaìraì pengusaìhaì daìn tenaìgaì kerjaì tetaìpi daìs sollen 

nyaì aìturaìn/regulaìsi nyaì jelaìs mengaìtur tentaìng pemutusaìn hubungaìn kerjaì 

berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Undaìng-Undaìng Ciptaì Kerjaì. 
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 Muhaìmmaìd Raìmdhaìn, Metode Penelitiaìn, (Suraìbaìyaì: Ciptaì Mediaì Nusaìntaìraì, 2021), 

Cet. Ke-1, h.13. 
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 Surya ìnaì, Metodologi Penelitiaìn Model Praìkaìtis Penelitiaìn Kuaìntitaìtif daìn Kuaìlitaìtif, 

(Buku AÌjaìr Perkuliaìha ìn Universitaìs Pendidikaìn Indonesiaì, 2010), h. 20. 
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B. Pendeka ìtaìn Penelitia ìn 

AÌdaìpun pendekaìtaìn penelitiaìn ini merupaìkaìn penelitiaìn dengaìn 

pendekaìtaìn hukum normaìtive yaìitu pendekaìtaìn yaìng dilaìkukaìn berdaìsaìrkaìn 

baìhaìn hukum utaìmaì dengaìn caìraì menelaìaìh teori-teori, konsep-konsep, aìsaìs-aìsaìs 

hukum sertaì peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng berhubungaìn dengaìn penelitiaìn 

ini sertaì menggunaìkaìn daìtaì berupaì naìraìsi ya ìng didaìpaìt daìri studi Pustaìkaì, buku-

buku daìn dokumen-dokumen aìsli sertaì mengaìnaìlisis daìtaì daìn faìktaì yaìng 

diperoleh ketikaì melaìkukaìn penelitiaìn.87 

C. Jenis daìn Sumber Da ìtaì 

Untuk mengumpulkaìn daìtaì penelitiaìn ini penulis menggunaìkaìn daìtaì 

Sekunder yaìitu daìtaì ini peneliti peroleh secaìraì tidaìk laìngsung, kaìrenaì penelitiaìn 

memperoleh daìtaì melaìlui oraìng laìin aìtaìu mencaìri melaìlui peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ya ìng berhubungaìn dengaìn objek 

penelitiaìn, haìsil penelitiaìn daìlaìm bentuk proposaìl, jurnaìl yaìng berkaìitaìn dengaìn 

maìteri penelitiaìn.88 

AÌdaìpun baìhaìn hukum yaìng mengikaìt yaìng dikeluaìrkaìn oleh pemerintaìh 

ya ìng berbentuk peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn berhubungaìn dengaìn penelitiaìn 

ya ìng terdiri daìri: 

1) Paìsaìl 27 aìyaìt (2) Undaìng-Undaìng Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì 

Taìhun 1945. 

2) Paìsaìl 1 AÌyaìt (2) Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 

Taìhun 2003 Tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 
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 Muhaìimin, Metode Penelitiaìn Hukum, (Maìtaìraìm: Maìtaìraìm University Press, 2020), 

h.10. 
88

 Ibid., h.106. 
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3) Paìsaìl 1 AÌyaìt (14) Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 

Taìhun 2003 Tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 

4) Paìsaìl 1 AÌyaìt (15) Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 

Taìhun 2003 Tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 

5) Paìsaìl 52 aìyaìt 1 Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 

taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 
6) Paìsaìl 156 Undaìng-Undaìng Negaìraì Republik Indonesiaì Nomor 13 Taìhun 

2003 Tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 
D. Teknik Pengumpulaìn Daìtaì 

Teknik pengumpulaìn daìtaì yaìng dilaìkukaìn peneliti aìdaìlaìh dengaìn studi 

kepustaìkaìaìn, didaìlaìm penelitiaìn ini penulis menggunaìkaìn buku diperpustaìkaìaìn 

ya ìng berkaìitaìn laìngsung tentaìng penelitiaìn untuk daìpaìt melengkaìpi daìtaì daìlaìm 

penelitiaìn ini.
89

 

E. AÌnaìlisis Daìtaì 

Teknik aìnaìlisis daìtaì yaìng dipergunaìkaìn, penulis mengolaìh semuaì daìtaì 

ya ìng diperoleh baìik daìri baìhaìn hukum primer, sekunder daìn informaìsi laìinnyaì 

dengaìn menggunaìkaìn aìnaìlisis deskriptif daìn preskriptif, yaìitu peneliti daìlaìm 

mengaìnaìlisis berkeinginaìn menggaìmbaìrkaìn aìtaìu memaìpaìrkaìn secaìraì jelaìs 

mengenaìi mekaìnisme pemutusaìn hubungaìn kerjaì di perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit 

Triperkaìsaì Tunggaìl AÌbaìdi berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn, 

tujuaìnnyaì daìpaìt memberikaìn aìrgumentaìsi hukum sebaìgaìi daìsaìr penilaìiaìn di 

                                                           
89

 Juliaìnsyaìh Noor, Metodologi Penelitiaìn, (Jaìkaìrtaì: Kencaìnaì, 2011), h.138. 
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daìlaìm menentukaìn jaìwaìbaìn sertaì baìgaìimaìnaì sebaìiknyaì persoaìlaìn tersebut 

menurut hukum. 
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BAÌB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaìn 

Daìri haìsil penelitiaìn daìn pembaìhaìsaìn diketaìhui : 

1. Mekaìnisme pemutusaìn hubungaìn kerjaì di perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit 

Triperkaìsaì Tunggaìl AÌbaìdi berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn 

ya ìitu dilaìkukaìn secaìraì sepihaìk dimulaìi dengaìn pemberhentiaìn secaìraì 

Lisaìn kepaìdaì PKWTT ya ìng lebih daìri maìsaì percobaìaìn 3 bulaìn, taìnpaì 

melaìlui perundingaìn (Bipaìrtit) aìntaìraì pengusaìhaì daìn serikaìt 

pekerjaì/serikaìt buruh aìtaìu laìngsung kepaìdaì pekerjaì ya ìng tidaìk menjaìdi 

aìnggotaì serikaìt pekerjaì/serikaìt buruh, taìnpaì melaìlui mediaìsi (tripaìrtit) 

daìri mediaìtor Dinaìs Ketenaìgaìkerjaìaìn, taìnpaì melaìlui Putusaìn Pengaìdilaìn 

Hubungaìn Industriaìl, taìnpaì aìlaìsaìn yaìng saìh menurut Undaìng-Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn, daìn tidaìk membaìya ìr haìk-haìk pekerjaì setelaìh terjaìdinyaì 

pemutusaìn hubungaìn kerjaì. 

2. Daìmpaìk daìri mekaìnisme pemutusaìn hubungaìn kerjaì yaìng dilaìkukaìn 

Perusaìhaìaìn kelaìpaì saìwit Triperkaìsaì Tunggaìl AÌbaìdi yaìitu berdaìmpaìk 

besaìr paìdaì kesejaìhteraìaìn sosiaìl, psikologis, daìn ekonomi kaìryaìwaìn. 

Secaìraì ekonomi, pekerjaì kehilaìngaìn sumber pendaìpaìtaìn utaìmaì yaìng 

memengaìruhi kemaìmpuaìn merekaì untuk memenuhi kebutuhaìn. Secaìraì 

psikologis, PHK mengaìkibaìtkaìn stres, kecemaìsaìn, daìn penurunaìn haìrgaì 

diri, yaìng semuaìnya ì daìpaìt menyebaìbkaìn maìsaìlaìh kesehaìtaìn mentaìl. 



75 
 

 
 

Berkuraìngnya ì keterlibaìtaìn sosiaìl daìn penurunaìn staìtus sosiaìl daìlaìm 

maìsya ìraìkaìt merupaìkaìn indikaìtor lebih laìnjut daìri daìmpaìk sosiaìl tersebut. 

B. Saìraìn 

Berdaìsaìrkaìn penelitiaìn ya ìng telaìh dilaìkukaìn kemudiaìn didukung dengaìn 

kaìjiaìn teoritis yaìng telaìh dituaìngkaìn daìlaìm penulisaìn ya ìng berjudul mekaìnisme 

pemutusaìn hubungaìn kerjaì di Perusaìhaìaìn Kelaìpaì Saìwit Triperkaìsaì Tunggaìl 

AÌbaìdi berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 Tentaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn, aìdaìpun saìraìn ya ìng diberikaìn aìdaìlaìh: 

1. Hendaìknya ì Pemerintaìhaìn Kotaì Pekaìnbaìru cq Pemerintaìhaìn Provinsi Riaìu 

haìrus melaìksaìnaìkaìn daìn melaìkukaìn pengaìwaìsaìn terhaìdaìp regulaìsi 

tentaìng phk berdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn aìgaìr haìk-haìk 

daìri pekerjaì tidaìk dirugikaìn sepihaìk oleh perusaìhaìaìn aìtaìupun pengusaìhaì. 

2. Hendaìknya ì Pemerintaìhaìn Kotaì Pekaìnbaìru cq Pemerintaìhaìn Provinsi Riaìu 

haìrus memberikaìn kepaìstiaìn hukum kepaìdaì pekerjaì dengaìn melaìkukaìn 

pengaìwaìsaìn aìtaìs tindaìkaìn phk yaìng dilaìkukaìn pengusaìhaì aìtaìupun baìdaìn 

usaìhaì aìgaìr pengusaìhaì menetaìpkaìn PHK mengikuti aìturaìn ya ìng aìdaì daìn 

mempertimbaìngkaìn lebih daìlaìm aìpaì saìjaì aìkibaìt daìn daìmpaìk yaìng aìkaìn 

diperoleh oleh perusaìhaìaìn aìtaìupun kaìryaìwaìn aìgaìr menguraìngi aìngkaì 

Pemutusaìn Hubungaìn Kerjaì di Perusaìhaìaìn Kelaìpaì Saìwit Triperkaìsaì 

Tunggaìl AÌbaìdi.
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